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PUTUSAN
No. 219 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Drs. ACHYARMAN ;

Tempat lahir : Kerinci ;

Umur / Tanggal lahir : 55 tahun/ 14 Oktober 1952 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan . Indonesia ;

Tempat tinggal :JI. Semangka /7 Wisma Indah I RT.
002/001 Kampung Lapai Nanggalo,
Padang ;

Agama s Islam ;

Pekerjaan : Swasta (Direktur Utama PT.

Pembangunan Sumbar) ;
Termohon Kasasi/Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2008 sampai dengan tanggal 5 April
2008 ;

2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 6 April 2008
sampai dengan tanggal 15 Mei 2008 ;

3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2008
sampai dengan tanggal 14 Juni 2008 ;

4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni
2008 sampai dengan tanggal 14 Juli 2008 ;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2008 sampai dengan tanggal 30
Juli 2008 ;

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2008
sampai dengan tanggal 29 Agustus 2008 ;

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus
2008 sampai dengan tanggal 28 September 2008 ;

8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2008 sampai
dengan tanggal 4 Oktober 2008 ;
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9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober
2008 sampai dengan tanggal 3 Desember 2008 ;
10.Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Desember
2008 sampai dengan tanggal 2 Januari 2009 ;
11.Dibantar Penahanan Terdakwa sejak tanggal 19 Desember 2008
sampai dengan tanggal 29 Desember 2008 ;
12.Dialihkan dari tahanan Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Kota
sejak tanggal 30 Desember 2008 sampai dengan tanggal 2 Januari
2009 ;
13. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Januari
2009 sampai dengan tanggal 1 Februari 2009 ;
yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa :
KESATU :
Bahwa Terdakwa Drs. ACHYARMAN selaku Direktur Utama PT. Pembangunan
Sumbar sebagai penyedia barang dan jasa dalam Kegiatan Pembinaan
Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) di Dinas Tenaga
Kerja Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2006 di
lokasi Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya, sesuai Surat Perjanjian
Pemborongan Nomor: SPP.01/W.3/P4T/2006 tanggal 5 Juni 2006, antara bulan
Mei 2006 sampai dengan akhir bulan Maret 2007, atau setidak-tidaknya pada
tahun 2006 dan pada tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat JI. Rasuna Said No. 75 Padang dan pada
Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat Jl. Ujung
Gurun No. 7 Padang, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Padang, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama
dengan saksi Fuadi, SH (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi
Eddi Warlis, SE (melarikan diri) melakukan, menyuruh melakukan, atau turut
serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya
diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan
negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara
sebagai berikut :
Pada tahun 2006 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera
Barat mengelola dana dekonsentrasi berupa Kegiatan Pembinaan Penyiapan
Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (selanjutnya P4T) yang berasal dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2006 sebagaimana
tertuang dalam DIPA Nomor: 0460.0/026-06.1/1I)2005 tanggal 31 Desember
2005 dengan nilai sebesar Rp. 16.558.137.000,- (enam belas milyar lima ratus
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lima puluh delapan juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang telah direvisi
terakhir dengan Surat Nomor: S-1353/Wpb.03/BD.02.03/2006 tanggal 6
November 2006, sehingga alokasi dana untuk Kegiatan P4T menjadi sebesar
Rp. 15.685.517.000,- (lima belas milyar enam ratus delapan puluh lima juta lima
ratus tujuh belas ribu rupiah) ;
Setelah melalui proses pelelangan, pekerjaan fisik Kegiatan P4T untuk Lokasi
Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya dimenangkan oleh PT.
Pembangunan Sumbar dengan nilai penawaran Rp. 4.256.737.000,- (empat
milyar dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
Pada tanggal 23 Mei 2006 Pejabat Pembuat Komitmen (PPT) saksi Eddi
Warlis, SE menerbitkan Surat Penunjukan Pengadaan Barang dan Jasa
(SPPBJ) Nomor: 09/W.3/P4T/2006 tanggal 23 Mei 2006 ditandatangani oleh
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) saksi Fuadi, SH sebagai yang mengetahui ;
Selanjutnya pelaksanaan pekerjaan fisik Kegiatan P4T untuk lokasi Padang
Hilalang Kabupaten Dharmasraya dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian
Pemborongan Nomor: SPP.01/W.3/P4T/2006 tanggal 5 Juni 2006 yang
ditandatangani oleh Terdakwa Drs. ACHYARMAN selaku Direktur Utama PT.
Pembangunan Sumbar dan oleh saksi Eddi Warlis, SE selaku Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) dan ditandatangani oleh saksi Fuadi, SH selaku Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) sebagai yang menyetujui serta ditandatangani oleh
saksi Zul Evi Astar selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Propinsi Sumatera Barat sebagai yang mengetahui ;
Bahwa pekerjaan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan fisik kegiatan
P4T pada lokasi Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya dilaksanakan oleh
Konsultan Pengawas PT. Anirindo Mitra Konsultan dengan nilai kontrak sebesar
Rp. 155.670.000,- (seratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu
rupiah) sebagaimana tercantum pada Surat Perjanjian Pemborongan (SPP)
Nomor : SPP.04/W.3/P4T/2006 tanggal 29 Mei 2006 yang ditandatangani oleh
pihak | saksi Eddi Warlis, SE diketahui oleh saksi Fuadi, SH selaku Kuasa
Pengguna Anggaran ;
Sehingga dengan demikian jumlah dari masing-masing nilai kontrak untuk
pekerjaan fisik kegiatan PA4T pada lokasi Padang Hilalang Kabupaten
Dharmasraya adalah sebagai berikut :
1. Kontrak PT. Pembangunan Sumbar Rp. 4.256.737.000,-
2. Kontrak PT. Anirindo Mitra Konsultan Rp. 155.670.000,-

Jumlah ... Rp. 4.412.407.000,- (empat milyar

empat ratus dua belas juta empat ratus tujuh ribu rupiah) ;
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Bahwa berdasarkan Pasal 2 Surat Perjanjian Pemborongan Nomor:
SPP.01/W.3/P4T/2006 tanggal 5 Juni 2006 PT. Pembangunan Sumbar
mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan fisik Kegiatan P4AT pada
lokasi Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya, dengan rincian sebagai

berikut :
Jumlah Harga
No. Uraian Kegiatan Satuan | Volume
(Rp)
I Penyiapan Lahan
Tebas, Tebang, Potong Ha 219.00 213.415.500,00
Pilih, Kumpul, Bersih Ha 219.00 279.886.380,00
Il Pem, Jalan, Jembatan & Gorong-gorong
Jalan Penghubung/Poros Km 2.90 432.874.578,78
Jalan Desa Km 5.00 317.444.357,55
Jembatan SemiPermanen
Bentang 10 m 1 unit M 10.00 105.466.171,60
Gorong-gorong Beton
- Diameter 80 cm M 60.00 45.415.968,00
- Diameter 60 cm M 51.00 35.382.196,56
I Pemb. Rumah Trans Lantai Cor (Type 36) Unit 200.00 | 2.279.067.004,00
v Pembangunan Fasilitas Umum Unit 1.00 61.989.114,29
e Kantor Unit Unit 1.00 81.325.415,23
e Rumah Ibadah (mesjid) Unit 1.00 52.333.023,34
e Gudang Unit Unit 1.00 79.936.243,15
e Rumah Petugas (Kopel) Unit 1.00 94.647.087,88
e Puskesmas Pembantu (Pustu) Unit 1.00 60.736.935,17
e Rumah Kepala KUPT
V' | Sarana Air Bersih (SAB) Unit 56.00 | 116.817.778,00
Pembangunan Sumur Gali
Total 4.256.737.753,55
Dibulatkan 4.256.737.000,00

Bahwa berdasarkan Pasal 5 pada masing-masing Surat Perjanjian
Pemborongan, jangka waktu pelaksanaan di lokasi Padang Hilalang Kabupaten
Dharmasraya adalah selama 5 (lima) bulan atau 150 (seratus lima puluh) hari
kalender mulai dari tanggal 23 Mei 2006 s/d tanggal 19 Oktober 2006 ;

Kemudian kira-kira 15 hari setelah Surat Penunjukan Penyedia Barang dan
Jasa (SPPBJ) diterbitkan, Terdakwa Drs. ACHYARMAN selaku Direktur Utama
PT. Pembangunan Sumbar mulai bekerja melakukan mobilisasi alat-alat berat
ke lokasi proyek, mengukur patok-patok. Kemudian Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat menyerahkan lokasi pekerjaan ke PT.
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Pembangunan Sumbar dengan menentukan awal pekerjaan. Ketika PT.
Pembangunan Sumbar akan memulai pekerjaan, saksi Fuadi, SH menyampikan
kepada Terdakwa Drs. ACHYARMAN untuk pembukaan lahan harus ada lzin
Pemanfaatan Kayu IPK) berkenaan dengan peraturan Kepmenhut Nomor:
SK.382/Menhut-1/2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang Izin Pemanfaatan
Kayu (IPK), dimana antara lain yang diatur dalam Kepmenhut tersebut
disyaratkan pembukaan lahan terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan/
pengurusan lzin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan wajib membayar Provisi Sumber
Daya Hutan/Dana Reboisasi (PSDH/DR) kemudian saksi Fuadi, SH meminta
PT. Pembangunan Sumbar untuk mengurus IPK. Namun PT. Pembangunan
Sumbar tidak bersedia mengurus karena PT. Pembangunan Sumbar tidak
bergerak di bidang perkayuan ;

Karena ada kendala tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), maka pekerjaan fisik
pada Kegiatan P4T pada lokasi Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya
belum dapat dilaksanakan. Namun sampai akhir bulan Juni 2006 tidak ada
perusahaan yang berminat untuk mengurus IPK pada lokasi Kegiatan fisik P4T
di Padang Hilalang tersebut, maka untuk lokasi Padang Hilalang Kabupaten
Dharmasraya ada salah satu perusahaan yakni PT. Banyu Agro Setia Prima
yang mengajukan untuk pengurusan IPK di lokasi Padang Hilalang Kabupaten
Dharmasraya ke Bupati Dharmasraya. Kemudian Gubernur mengirim surat ke
Bupati Dharmasraya untuk izin prinsip menyetujui permohonan IPK atas nama
PT. Banyu Agro Setia Prima dengan surat Nomot: 522.1/1496/Perek-2006
tanggal 18 Juni 2006 ;

Sementara itu sebelum IPK keluar, PT. Pembangunan Sumbar tetap
melanjutkan pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan poros, membuat
jembatan, memasang gorong-gorong dan penyiapan lahan pemukiman. Namun
PT. Pembangunan Sumbar dapat melakukan pengolahan kayu sebagai bahan
baku untuk pembangunan rumah dan pekerjaan lainnya yang membutuhkan
kayu karena belum ada IPK ;

Untuk menindaklanjuti permasalahan belum ada IPK lokasi Padang Hilalang
Kabupaten Dharmasraya tersebut, pada tanggal 23 Agustus 2006 dilaksanakan
rapat di Kantor Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat dengan materi
pembahasan tentang pembukaan lahan pada lokasi transmigrasi di lokasi
Dusun Tangah Kabupaten Solok Selatan dan lokasi Padang Hilalang Kabupaten
Dharmasraya. Dari laporan saksi Eddi Warlis, SE yang mengikuti rapat tersebut
kemudian menerangkan kepada saksi Fuadi, SH yakni peserta rapat dari Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat adalah saksi Eddi
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Warlis, SE selaku PPK saksi Harijono dan dari pihak Dinas Kehutanan Propinsi
Sumatera Barat diantara yang hadir adalah Sdr. Asril Kasubdin Program dan
salah seorang Kasi di Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat Sdr. Limbah
Ediyanto. Kesimpulan rapat pada waktu itu dari pihak Dinas Kehutanan Propinsi
Sumatera Barat merekomendasikan karena waktu pelaksanaan Kegiatan
proyek P4T hanya tinggal 2 bulan maka tidak mungkin Kegiatan P4T dikerjakan
dan disarankan agar Kegiatan P4T dilaksanakan pada tahun berikutnya. Atas
rekomendasi tersebut kemudian saksi Eddi Warlis, SE pada rapat tersebut
mengatakan “Bahwa Kegiatan Penyiapan Pemukiman Transmigrasi baru ini
tidak mungkin ditunda karena proyek ini adalah program nasional yang sudah
berjalan”. Hasil rapat adalah bahwa pelaksanaan pekerjaan penyiapan
permukiman transmigrasi ditangguhkan untuk sementara waktu ;

Bahwa sampai dengan tanggal 15 Oktober 2006 PT. Pembangunan Sumbar
tidak dapat menyelesaikan pekerjaan fisik Kegiatan P4T pada lokasi Padang
Hilalang Kabupaten Dharmasraya, sehingga PT. Pembangunan Sumbar
mengajukan addendum ke-1 (kesatu) untuk penambahan waktu kerja selama 60
(enam puluh) hari kalender, yakni pada tanggal 2 September 2006 dengan surat
No. 180/PT.PS/09/2006 yang ditujukan ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
saksi Eddi Warlis, SE menyetujuinya melalui surat, yakni kepada PT.
Pembangunan Sumbar No. B.53/W.3/P4T/2006 tanggal 16 Oktober 2006, yang
diketik oleh saksi Suherman. Kemudian saksi Suherman membuat Addendum |
untuk PT. Pembangunan Sumbar yakni addendum No. Add/Amd.02/W.3/P4T/2006
tanggal 19 Oktober 2006 tentang Pekerjaan Penyiapan Pemukiman
Transmigrasi 200 KK. Addendum | tersebut ditandatangani oleh Terdakwa Drs.
ACHYARMAN selaku Direktur Utama PT. Pembangunan Sumbar, sedangkan
dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menandatangani adalah
Pejabat Pembuat Komitmen saksi Eddi Warlis, SE Kuasa Pengguna Anggaran
saksi Fuadi, SH selaku yang menyetujui dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat saksi Zul Evi Astar, SH selaku yang
mengetahui. Berdasarkan addendum | (pertama) tersebut, waktu pelaksanaan
pekerjaan fisik bertambah menjadi sampai dengan tanggal 17 Desember 2006 ;

Karena untuk pelaksanaan pekerjaan fisik telah diperpanjang waktu
pelaksanaan pekerjaannya, maka untuk konsultan pengawas secara otomatis
harus mengikuti jangka waktu pelaksanaan pekerjaan fisik yang dilaksanakan
oleh kontraktor PT. Pembangunan Sumbar dan untuk itu tidak dibuatkan

addendum untuk konsultan pengawas ;
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Bahwa pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan baru dapat dimulai pada sekitar
bulan Oktober 2006. Setelah IPK untuk PT. Banyu Agro Setia Prima Nomor:
186.45/201/KPTS-BPT-2006 tanggal 20 Oktober 2006 keluar, maka PT.
Pembangunan Sumbar Baru dapat menggunakan kayu hasil tebangan dengan
memanfaatkan kayu hasil penebangan kelas C dan B di areal lokasi penyiapan
pemukiman transmigrasi seluas 219 Ha tersebut dengan cara membayar upah
pengolahan kayu kepada masyarakat yang mengolah kayu menjadi potong-
potongan balok dan papan. Sehingga dengan demikian pembangunan rumah
transmigran dan bangunan lain baru dapat dikerjakan pada sekitar bulan
Oktober 2006 ;

Pada waktu sekitar seminggu akan berakhirnya waktu pelaksanaan pekerjaan
berdasarkan addendum | yakni pada tanggal 17 Desember 2006 diadakan
pertemuan di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera
Barat di JI. Ujung Gurun No. 7 Padang antara lain dihadiri oleh saksi Fuadi, SH,
saksi Eddi Warlis, SE, Terdakwa Drs. ACHYARMAN, saksi Usman Hasan, saksi
Emyulismar selaku Direktur PT. Riau Rancang Bangun, dan saksi Ir. Arfinal.
Pada pertemuan tersebut membahas tentang bagaimana upaya untuk
mengusahakan agar pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi cepat
selesai dan kemudian menghitung beberapa bobot yang dapat dicapai sampai
dengan akhir waktu pelaksanaan pekerjaan addendum | terhadap kontraktor
pelaksana ;

Bahwa pada tanggal 14 Desember 2006 karena waktu pelaksanaan pekerjaan
fisik sudah akan berakhir, maka dilakukan penghitungan bobot fisik pekerjaan
yang telah dilaksanakan PT. Pembangunan Sumbar oleh Tim Evaluasi
Penilaian Kemajuan Pekerjaan yang didampingi Konsultan Pengawas serta dari
PT. Pembangunan Sumbar dengan hasil penghitungan bobot pekerjaan yang
tertuang dalam Berita Acara Penilaian Kemajuan Pekerjaan Nomor:
BA.86¢/W.3/P4T/2006 tanggal 14 Desember 2006 dengan bobot fisik 53,77%

yakni dengan rincian sebagai berikut :

Bobot Bobot
No. | Uraian Kegiatan seharusnya | tercapai
(%0) (%)
I Penyiapan Lahan
- Tebas, Tebang, Potong 5,014 2,18
- Pilih, Kumpul, Bersih 6,575 0,91
Il Pem, Jalan, Jembatan & Gorong-gorong
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- Jalan Penghubung/Poros 10,169 8,47

- Jalan Desa 7,457 6,40

Jembatan Semi Permanen

- Bentang 10 m 1 unit 2,478 0,53

Gorong-gorong Beton

- Diameter 80 cm 1,067 0,66

- Diameter 60 cm 0,831 0,45
Il Pemb. Rumah Trans Lantai Cor (Type 36) 53,540 29,32
IV | Pembangunan Fasilitas Umum

- Kantor Unit 1,456 1,28

- Rumah Ibadah (mesjid) 1,911 0,43

- Gudang Unit 1,229 1,11

- Rumah Petugas (Kopel) 1,878 0,46

- Puskesmas Pembantu (Pustu) 2,223 0,003

- Rumah Kepala KUPT 1,427 1,15
V | Sarana Air Bersih (SAB) 2,744 0,40

- Pembangunan Sumur Gali

Total 100 53,77

Pada sekitar tanggal 15 Desember 2006, setelah Tim Evaluasi melakukan

penghitungan bobot fisik di lapangan, lalu saksi Eddi Warlis, SE meminta saksi

Suherman untuk membuatkan addendum ke Il untuk PT. Pembangunan

Sumbar senilai bobot 53,77% dengan mengatakan, “karena tahun anggaran

akan berakhir, maka pekerjaan akan dibayar 100% senilai bobot tersebut dan

sisanya akan dikembalikan ke kas Negara”, kemudian saksi Suherman
membuatkan addendum Il untuk PT. Pembangunan Sumbar dengan Nomor:

ADD/AMD.09/W.3/P4T/2006 tanggal 15 Desember 2006 tentang Pekerjaan

Penyiapan Pemukiman Transmigrasi 200 KK lokasi Padang Hilalang Kabupaten

Dhamasraya senilai bobot 53,77%. Sedangkan untuk konsultan pengawas

dibuatkan addendum |, yakni terhadap PT. Anirindo Mitra Konsultan dengan

Nomor: ADD/AMD.10.A/W.3/P4T/2006 tanggal 15 Desember 2006 senilai bobot

fisik 53,77% untuk lokasi Padang Hilalang. Pada Pasal 3 masing-masing

addendum |l tersebut mengatur tentang harga borongan yaitu :

a. Terhadap PT. Pembangunan Sumbar, semula harga borongan ditetapkan
sebesar Rp. 4.256.737.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh enam juta
tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dirubah menjadi sebesar Rp.
2.290.475.300,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh juta empat ratus tujuh

puluh lima ribu tiga ratus rupiah) ;
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b. Terhadap PT. Anirindo Mitra Konsultan, semula harga borongan ditetapkan
sebesar Rp. 155.670.000,- (seratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh
puluh ribu rupiah) dirubah menjadi sebesar Rp. 81.743.750,- (delapan puluh
satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

Pada tanggal 18 Desember 2006 saksi Drs. Amril Usman Kepala Kantor

Wilayah Il Perbendaharaan Padang menerima surat Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat Nomor: B.1771/W.3/B.1/2006 tentang

usulan perpanjangan waktu Kegiatan Pembinaan Penyusunan Pelaksanaan

Pengerahan Transmigrasi (P3T) dan Pengembangan Kawasan Starategis

(PKS) Tahun Anggaran 2006 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat saksi Zul Evi Astar. Kemudian

saksi Drs. Amril Usman selaku Kepala Kantor Wilayah Il Perbendaharaan

Padang membalas surat tersebut dengan surat Nomor: S-2189/Wpb.03/2006

tanggal 20 Desember 2006 tentang perpanjangan waktu Kegiatan P4T, P3T dan

PKS TA 2006 yang pada intinya memberitahukan bahwa berdasarkan Pasal 11

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan

Pasal 16 Perdirien Perbendaharaan Nomor: PB-56/PB/2005 tentang Pedoman

Penyusunan DIPA Tahun 2007 ditegaskan Tahun Anggaran meliputi masa

tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember dan berlakunya

DIPA TA 2006 sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2006,

dengan demikian usul perpanjangan berlakunya DIPA 2006 sulit

dipertimbangkan ;

Bahwa pada tanggal 18 Desember 2006 Dirjen P4T menerbitkan surat Nomor:

B.2118/PATG/XIN2006 yang isinya menerangkan sebagai berikut :

a. Kebijakan Pembangunan PTB tahun 2006 tetap sebagaimana dimaksud
dalam Surat Dirjen P4T Nomor: B.2091/P4T/Xl/2006 tanggal 13 Desember
2006 perihal pengendalian pelaksanaan pembangunan PTB tahun 2006 ;

b. Untuk menjaga kualitas pelaksanaan pembangunan pemukiman
transmigrasi, diminta agar tetap berpegang kepada ketentuan yang berlaku ;

Bahwa pada tanggal 18 Desember 2006 saksi Zul Evi Astar, SH membuat surat

Nomor: B.1799/W3/A/2006 perihal: Pengendalian Program Kerja dan Kegiatan

tahun anggaran 2006 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran,

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kabag TU, Para Kasubdin/Kepala UPTD ;

Pada intinya isi surat tersebut menerangkan :

Untuk memacu terlaksananya secara optimal program kerja dan kegiatan agar

diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
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1. Seluruh program/kegiatan yang belum selesai agar dipacu penyelesaiannya
dengan menggerakkan pihak-pihak terkait secara sunguh-sungguh dan
cermat serta mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku ;

2. Pemberian persetujuan dan atau perintah membayar kepada pihak yang
berhak menerima dilakukan dengan terlebih dahulu meneliti dengan cermat
persyaratan dan kelengkapan administrasi dan kemajuan fisik dan atau
bobot di lapangan, serta tidak dibenarkan memberikan persetujuan atau
perintah membayar apabila tidak memenuhi isi kontrak dan tidak sesuai
dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku ;

Bahwa pada tanggal 19 Desember 2006 sekitar jam 08.000 WIB, bertempat di

Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat di JI.

Rasuna Said No. 75 Padang, saksi Eddi Warlis, SE menemui saksi Suherman

dan mengatakan “Kang, tolong dibuatkan Berita Acara Pembayaran untuk

kontraktor sesuai dengan bobot’, kemudian saksi Eddi Warlis, SE menyerahkan
kepada saksi Suherman Berita Acara Penilaian Kemajuan Pekerjaan terhadap
pekerjaan dari PT. Pembangunan Sumbar, PT. Riau Rancang Bangun, PT.

Anirindo Mitra Konsultan dan PT. Kuantan Graha Marga yang dibuat oleh Tim

Evaluasi Penilaian Pekerjaan yang masing-masingnya berada dalam sebuah

map. Pada map tersebut saksi Suherman melihat ada surat permintaan dari

kontraktor untuk pengajuan permintaan pembayaran dan selanjutnya saksi Eddi

Warlis, SE selaku PPK memerintahkan saksi Suherman selaku staf teknis untuk

membuatkan Berita Acara Pembayaran kepada kontraktor sesuai dengan bobot

yang dicapai di lapangan. Berdasarkan hal tersebut saksi Suherman membantu
untuk membuatkan kelengkapan administrasi pengajuan pencairan dana
sebesar bobot pekerjaan yang telah dicapai di lapangan yakni 53,77% untuk PT.

Pembangunan Sumbar dan 58,01% untuk PT. Riau Rancang Bangun ;

Bahwa pada tanggal 19 Desember 2006 sekitar jam 10.00 WIB, Terdakwa Drs.

ACHYARMAN datang ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi

Sumatera Barat Jl. Rasuna Said No. 75 Padang untuk mengikuti rapat, yang

dihadiri antara lain oleh KPA Saksi Fuadi, SH PPK saksi Eddi Warlis, SE, Sdr.

Emyulismar, saksi Arfinal dari PT. Anirindo Mitra Konsultan dan Sdr. Daharman

konsultan dari PT. Kuantan Graha Marga. Dalam rapat tersebut disepakati untuk

melanjutkan pekerjaan P4T di lokasi Padang Hilalang dan lokasi Dusun Tengah.

Pada waktu rapat tersebut Terdakwa Drs. ACHYARMAN menyatakan akan

melanjutkan pekerjaan dengan upaya melaksanakan percepatan penyelesaian
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pekerjaan dengan menambah peralatan serta dengan menambah tukang-
tukang yang bekerja ;

Pada tanggal 19 Desember 2006 pada waktu sekitar menjelang siang hari,
bertempat di ruang kerja saksi Eddi Warlis, SE di Kantor Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat Jl. Rasuna Said No. 75 Padang,
saksi Suherman memperlihatkan dan menyerahkan Berita Acara Pembayaran,
Bobot Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang
dikerjakannya kepada saksi Eddi Warlis, SE untuk diperiksa. Kemudian saksi
Eddi Warlis, SE meminta saksi Suherman untuk memanggil saksi Sudarti untuk
penyelesaian administrasi pengajuan permintaan pembayaran, lalu saksi
Suherman memberikan surat-surat berupa Berita Acara Pembayaran, Bobot
Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan di atas untuk diteliti
saksi Sudarti sesuai dengan tugasnya.

Waktu itu saksi Suherman mengatakan kepada saksi Sudarti, “kita kan mau
mengambilkan termyn terakhir, ini bobotnya dan hitung-hitungannya” sambil
saksi Suherman memperlihatkan kepada saksi Sudarti antara lain lampiran dari
Berita Acara Pembayaran untuk perusahaan atas nama PT. Pembangunan
Sumbar dan PT. Anirindo Mitra Konsultan, bobotnya 53,77% sewaktu saksi
Suherman memperlihatkan kepada saksi Sudarti lampiran Berita Acara
Pembayaran yang tercantum angka 100%, lalu Sdri. Sudarti bertanya kembali
kepada saksi Suherman dengan mengatakan, “ini pekerjaan yang 53 dan 58
persen itu Kang?, kenapa dilampirannya ditulis 100%7?”, kemudian saksi
Suherman menjawab dengan mengatakan, “iyalah begitu cara penulisannya,
pekerjaan ini kan sampai 53 dan 58%, ini untuk pembayaran 53 dan 58% sesuai
dengan bobot pekerjaan, karena pekerjaan sudah terhenti”. Lalu saksi
Suherman mengatakan lagi kepada saksi Sudarti, catatlah ini sambil saksi
Suherman menunjukkan angka yang tertera pada lampiran Berita Acara
Pembayaran. Kemudian saksi Sudarti bertaya kembali “angka apa itu Kang?”,
ini angka addendum, pekerjaan sudah di addendum, lalu saksi Suherman
menunjukkan kepada saksi Sudarti cara mencatat angka addendum pekerjaan
tersebut ke dalam buku pembantu saksi Sudarti per item pekerjaan. Sehingga
saksi Sudarti kemudian mencatat pada buku pembantunya. Kemudian saksi
Sudarti bertanya lagi, tentu sisanya tinggal di kas Negara Kang?, ya jawab saksi
Suherman. Selanjutnya saksi Suherman meninggalkan surat-surat berupa
Berita Acara Pembayaran dan Bobot Pekerjaan tersebut kepada saksi Sudarti
untuk diteliti sesuai dengan tugasnya. Sehingga maksud saksi Suherman

tersebut adalah untuk meminta saksi Sudarti meneliti kebenaran permintaan
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pembayaran pekerjaan uang akan diajukan sebesar 53,77% dan 58,01% dari
nilai kontrak awal dan pada Lampiran Berita Acara Pembayaran tersebut telah
dicantumkan nilai/angka/harga borongan yang baru yang sudah diaddendum.
Dan terhadap nilai/harga addendum tersebutlah yang akan diajukan permintaan
pembayarannya sebesar 100%. Setelah diteliti oleh saksi Sudarti, lalu terhadap
surat-surat yang salah dilakukan perbaikan, setelah diperbaiki saksi Suherman
kemudian diserahkan kembali kepada saksi Sudarti. Selanjutnya saksi Sudarti,
ST meneliti surat-surat tersebut antara lain atas nama perusahaan PT.
Pembangunan Sumbar dan PT. Anirindo Mitra Konsultan. Setelah saksi Sudarti,
ST meneliti jumlah rupiah dan Mata Anggaran Kegiatannya (MAK) dan ternyata
sudah benar, serta dananya ada tersedia pada DIPA. Berdasarkan perhitungan
yang diserahkan saksi Suherman kepada saksi Sudarti, ST untuk perusahaan
atas nama PT. Pembangunan Sumbar dan PT. Anirindo Mitra Konsultan
tersebut, lalu pada bagian bawah buku pembantu milik saksi Sudarti, ST, saksi
Sudarti, ST menulis dengan kalimat “setoran ke kas Negara”, seharusnya saksi
Sudarti, ST menulis sisa di kas negara, karena dana tersebut tidak akan
dicairkan. Setelah semua surat-surat kelengkapan administrasi pengajuan
pencairan dana selesai diperiksa saksi Sudarti, ST, lalu semua surat-surat
pengajuan pencairan dana untuk bobot sebesar 53,77% dan 58.01% tersebut
diserahkan saksi Suherman kepada saksi Delfi Danus untuk dibuatkan SPPnya ;

Bahwa sekitar jam 13.00 WIB pada tanggal 20 Desember 2006 tersebut,
bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera
Barat saksi Delfi Danus memulai pekerjaan pembuatan surat-surat/administrasi
pengajuan pencairan dana Kegiatan P4T lokasi Padang Hilalang Kabupaten
Dharmasraya TA 2006 untuk senilai bobot pekerjaan 53,77%. Pada saat saksi
Delfi Danus mengetik SPP tersebut, khusus untuk mengetik pada “untuk
keperluan’ pada format SPP, saksi Suherman duduk disamping saksi Delfi
Danus untuk membacakan/mendiktekan apa yang akan diketik pada “untuk
keperluan” tersebut. Selain itu saksi Suherman juga memperlihatkan kepada
saksi Delfi Danus surat berupa Berita Acara Pembayaran Pekerjaan per item
Kegiatan/per masing-masing SPP yang akan dibuat, untuk mencocokkan angka
yang diserahkan saksi Sudarti, ST kepada saksi Delfi Danus. Setelah saksi Delfi
Danus mengetik “untuk keperluan® tersebut, lalu saksi Suherman pergi
meninggalkan saksi Delfi Danus dan semua Berita Acara Pembayaran
Pekerjaan yang diperlihatkan saksi Suherman kepada saksi Delfi Danus tadi
dibawa saksi Suherman kembali. Kemudian saksi Delfi Danus melanjutkan

pekerjaan membuat SPP dengan mengisi/mengetikk MAK: Tanggal dan nomor

Hal. 12 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak : Nilai kontrak : Atas nama : Alamat : Nomor rekening : yang saksi Delfi
Danus lihat dan menyalinnya dari masing-masing kontrak. Kemudian untuk
mengisi kolom-kolom pada SPP tersebut, semuanya dilihat dan disalin oleh
saksi Delfi Danus dari DIPA, sedangkan untuk mengetahui sisa dana P4T yang
telah dicairkan sampai dengan SP2D yang terakhir (sebelumnya) terbit, dilihat
dan dicocokkan oleh saksi Delfi Danus dari buku pembantu yang dibuat oleh
saksi Delfi Danus. Lalu saksi Delfi Danus mengetikannya pada format SPP yang
telah tersedia di komputer. Selanjutnya semua SPP tersebut diserahkan saksi
Delfi Danus ke staf keuangan saksi Sudarti, ST untuk diperiksa lalu Sdri. Tri
Suparwi Yati membuat tanda terima. Selanjutnya saksi Irmaliza menerima dari
saksi Lardi kelengkapan administrasi pencairan dana untuk senilai bobot
53,77%. Kemudian kelengkapan pencairan dana tersebut diperiksa saksi
Irmaliza dan mencocokannya dengan SPP yang telah dibuat oleh saksi Delfi
Danus, lalu saksi Irmaliza menandatangani tanda terima ;
Bahwa sekitar 14.00 WIB, bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat JI. Ujung Gurun No. 7 Padang, ketika
saksi Zul Evi Astar, SH sedang turun dari lantai Il ke lantai | Kantor Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat, lalu saksi Zul Evi
Nastar, SH melihat saksi Ir. Zamhir dan mengatakan “Pak Zamhir bagaimana
urusan dengan Pak Dja tadi? alah salasai urusan dengan Pak Dja tadi?,
kemudian dijawab saksi Ir. Zamhir dengan mengatakan “alah pak”. Selanjutnya
saksi Zamhir menerangkan bisa dibantu, bahwa untuk dapat memenuhi
permintaan pak Gubernur tersebut KPA harus membuat/melengkapi syarat-
syarat yakni :
a. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dari Kuasa Pengguna Anggaran ;
b. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyiapkan Pekerjaan dari Rekanan
sampai dengan akhir Desember 2006 dan
c. Surat Kuasa dari Rekanan untuk Menempatkan Dana Pekerjaan pada
Rekening KPA dan Bendahara Pengeluaran ;
Tanggapan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera
Barat saksi Zul Evi Astar, SH “oke, laporkan ke KPA”. Kemudian saat itu juga
saksi Ir. Zamhir melaporkan secara lisan kepada KPA saksi Fuadi, SH dengan
mengatakan, “Ini persyaratannya pak, yaitu harus membuat surat:
1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kuasa Pengguna Anggaran ;
2. Surat Kuasa dari Kontraktor, bahwa kontraktor bersedia menempatkan dana
pada rekening bendaharawan pengeluaran kegiatan P4AT Tahun 2006 ;
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3. Surat Pernyataan Kesanggupan dari Kontraktor akan menyelesaikan
pekerjaan sampai akhir Desember 2006 ;

Tidak berapa lama kemudian, saksi Zul Evi Astar, SH memanggil saksi Ir.
Zamhir dan mengatakan “Bagaimana Pak Zamhir untuk ke KPPN?, saksi
Zamhir menjawab “saya tidak tahu masalah itu, yang lebih tahu ada mantan
bendaharawan kita Bu Yet di kantor Disnakertrans di JI. Rasuna Said”;

Bahwa sekitar jam 15.30 WIB, saksi Ir. Zamhir bersama Kepala Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat saksi Zul Evi Astar, SH
mendatangi saksi Zafrayetti di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Propinsi Sumatera Barat JI. Rasuna Said no. 75 Padang. Kemudian saksi Ir.
Zamhir berkata kepada saksi Zul Evi Astar, SH, “ibu ini berkas bendaharawan,
mungkin ibu ini tahu ruangan Kepala KPPN Padang, kita ajak saja ibu ini ke
KPPN Padang untuk menunjukkan ruangan Kepala KPPN Padang”. Selanjutnya
saksi Ir. Zamhir dan saksi Zafrayetti diajak saksi Zul Evi Astar, SH dengan
mengatakan, “ayo buk temani kami ke KPPN”". Kemudian saksi Ir. Zamhir
bersama-sama dengan saksi Zafrayetti dan saksi Zul Evi Astar, SH berangkat
menuju kantor KPPN Padang dengan kendaraan dinas Kepala Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat ;

Setelah sampai di Kantor KPPN, saksi Ir. Zambhir, saksi Zafrayetti dan saksi Zul
Evi Astar, SH langsung menuju ruangan Kepala KPPN Padang saksi Drs.
Wahyudi. Kemudian saksi Zul Evi Astar, SH memperkenalkan diri dengan
mengatakan, “saya Zul Evi Astar, SH dari Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi”,
kemudian saksi Zul Evi Astar, SH menyampaikan kepada Kepala KPPN
Padang, saksi Drs. Wahyudi dengan mengatakan, “pak, sesuai dengan Per-
55/PB/2006 tanggal 31 Oktober 2006, batas waktu penyerahan SPM-LS adalah
pada tanggal 20 Desember pada jam 16.00 WIB, sementara saya mendapat
laporan dari penguji dan penandatanganan SPM saksi Netty Asri bahwa masih
banyak SPP-LS yang belum memenuhi kelengkapan administrasi, sehingga
SPM akan terlambat masuk ke KPPN”. Saksi Zul Evi Astar, SH berharap
kepada Kepala KPPN bahwa kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Propinsi Sumatera Barat dapat diberikan toleransi waktu penyerahan SPM-LS
sampai dengan malam hari pada tanggal 20 Desember’. Tanggapan Kepala
KPPN saksi Drs. Wahyudi “Bisa diberikan toleransi”. Kemudian Kepala KPPN
saksi Drs. Wahyudi menghubungi seorang stafnya untuk sesuatu keperluan,
selanjutnya Kepala KPPN saksi Drs. Wahyudi menyampaikan kepada saksi Zul
Evi Astar, SH dengan mengatakan “saya sudah mendapat telepon dari Kanwil

DPB mengenai toleransi melanjutkan kegiatan transmigrasi sampai dengan 31
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Desember 2006 sesuai dengan disposisi Gubernur’. Kemudian Kepala KPPN
saksi Drs. Wahyudi berkata “mana surat dari Pak Gubernur, apa pegangan
saya?”, saksi Zul Evi Astar, SH jawab “surat apa?, setahu saya tidak ada surat
dari pak Gubernur , yang saya tahu hanya ada disposisi pak Gubernur kepada
Sekretariat Daerah pada surat Bupati Dharmasraya untuk meminta toleransi
kepada Kanwil DJA agar pekerjaan transmigrasi dapat dikerjakan sampai
tanggal 31 Desember 2006, dan tidak dibolehkan membuat berita acara 100%
dan dibayarkan sesuai dengan realisasi proyek” ;

Pembicaraan yang didengar saksi Ir. Zamhir antara saksi Zul Evi Astar, SH
dengan saksi Wahyudi adalah saksi Zul Evi Astar, SH mengatakan “kami akan
mengajukan pencairan dana Proyek Pembangunan Pemukiman Transmigrasi
Lokasi Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya dan Dusun Tengah
Kabupaten Solok Selatan pada Tahun Anggaran 2006, tolong dibantu”.
Kemudian saksi Wahyudi mengatakan “itu pemblokiran namanya pak, saya
tidak berani” ;

Selanjutnya Kepala KPPN saksi Drs. Wahyudi mengatakan “saya mau
mengecek dulu ke Kanwil DPB” kemudian Kepala KPPN saksi Drs. Wahyudi
menelepon ke Kanwil DPB dengan mengatakan (seingat saksi Zul Evi Astar, SH)
“diruangan saya ada orang dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi
Sumbar, tapi tidak membawa surat dari Gubernur”. Setelah selesai menelepon
Kepala KPPN bertanya kepada saksi Zul Evi Astar, SH “bapak KPAnya?” saksi
Zul Evi Astar, SH jawab “bukan pak, saya Kadis”. Selanjutnya saksi Zul Evi
Astar, SH mengatakan kepada Kepala KPPN, berdasarkan surat-surat yang
masuk pada Gubernur Sumatera Barat setelah dicermati berasal dari Bupati
daerah asal, yang inti surat Bupati tersebut bersedia menerima kondisi apa
adanya, dan warga transmigran sudah siap diberangkatkan ke lokasi tujuan
dengan pertimbangan agar transmigrasi dapat menempati pemukiman yang
layak sesuai ketentuan, maka Gubernur membuat disposisi kepada Sekterariat
Daerah/ KaDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, hal tersebut sudah kita
konsultasikan ke pak Gubernur, sepanjang saya tahu Gubernur tidak ada
membuat surat ke Kanwil DPB namun demikian untuk lebih jelasnya saya
telepon Pak Gubernur” ;

Kemudian saksi Zul Evi Astar, SH mengambil handphonenya dan menghubungi
dan menelepon Gubernur Sumatera Barat lalu mengatakan pada pembicaraan
di telepon tersebut, “ini saya pak, sekarang sedang berada di ruangan Kepala
KPPN menanyakan surat dari bapak, apa bapak ada membuat surat untuk

Kanwil Perbendaharaan (Kanwil DPB)?” Gubernur menjawab “tidak ada, yang

Hal. 15 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hanya disposisi’, kemudian saksi Zul Evi Astar, SH mengatakan “untuk
lebih jelasnya saya serahkan handphone kepada Kepala KPPN” kemudian saksi
Zul Evi Astar, SH mengatakan kepada saksi Drs. Wahyudi, “ini pak Gubernur,
silahkan untuk berbicara langsung”, sambil memberikan handphonenya tersebut
kepada saksi Drs. Wahyudi. Kemudian Kepala KPPN berbicara dengan Pak
Gubernur. Dari pembicaraan saksi Drs. Wahyudi di handphone tersebut,
tanggapan saksi Drs. Wahyudi iya, iya, iya pak lalu handphone diberikan saksi
Drs. Wahyudi kepada saksi Zul Evi Astar, SH dan selanjutnya saksi Drs.
Wahyudi mengatakan kepada saksi Zul Evi Astar, SH dengan perkataan,
“penggunaan dana ini hanya bisa digunakan sampai dengan tanggal 31
Desember 2006, bila pekerjaan tidak selesai, dana harus dikembalikan, sesuai
dengan halaman pertama pada setiap DIPA bahwa berlaku DIPA sejak tanggal
1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2006 ;

Kemudian Kepala KPPN Padang saksi Drs. Wahyudi memanggil stafnya, tidak
lama kemudian datang staf KPPN sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1
(satu) orang perempuan (panggilan buk AS) dan 2 (dua) orang laki-laki ke
ruangan Kepala KPPN, diantaranya ada yang perempuan. Selanjutnya Kepala
KPPN menjelaskan kepada stafnya tersebut dengan mengatakan, berbicara
dengan seorang stafnya “Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi
Sumbar akan mengajukan administrasi pencairan dana proyek, karena ada
persyaratan yang harus disiapkan terlebih dahulu, mungkin akan terlambat
tolong dibantu’, dan dijawab oleh staf dari KPPN Padang tersebut, “iya
ditunggu”. Selanjutnya Kepala KPPN saksi Drs. Wahyudi berbicara dengan
seorang stafnya yang perempuan tersebut menanyakan tentang persyaratan
SPM, lalu Kepala KPPN, saksi Drs. Wahyudi mengatakan kepada kami, “ada
surat kelengkapan nanti ambil sama buk AS”;

Kemudian saksi Zul Evi Astar, SH minta ketegasan kepada Kepala KPPN untuk
minta toleransi penyerahan SPM-LS pada tanggal 20 Desember 2006 sampai
malam. Ketika saksi Zul Evi Astar, SH, saksi Ir. Zamhir dan saksi Zafra Yeti
akan pamit, lalu kepada KPPN saksi Drs. Wahyudi mengatakan kepada stafhya
yang sudah hadir di ruangannya dengan mengatakan, untuk kelengkapan
administrasi, nanti urusannya minta sama staf saya lalu Kepala KPPN saksi Drs.
Wahyudi mengatakan “suruhn saja stafnya kesini nanti mengantarkan
kelengkapan administrasi SPM-LS, lazimnya kami kerja sampai malam/lembur,
suruh petugas yang sudah biasa berurusan, biasanya sudah tahu itu” ;
Kemudian saksi Ir. Zamhir, saksi Zafrayetti dan saksi Zul Evi Astar, SH dan 3

(tiga) orang staf KPPN Padang tersebut keluar dari ruangan Kepala KPPN dan
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bermaksud akan kembali ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Propinsi Sumatera Barat. Ketika saksi Ir. Zamhir, saksi Zafrayetti dan Kepala
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat saksi Zul Evi
Astar, SH sedang berjalan melalui ruangan staf di Kantor KPPN Padang, lalu
saksi Asmawati Zaira pgl. Buk AS memberikan 1 (satu) lembar surat kepada
saksi Zafrayetti sambil mengatakan “tolong kasihkan kepada Pak KaDinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi” kemudian surat tersebut diterima oleh saksi
Zafrayetti. Surat tersebut diterima saksi Zafrayetti dari Asmawati Zaira pgl. buk
AS dalam keadaan dilipat namun tidak dilem atau bisa dibuka. Ketika saksi
Zafrayetti sedang dalam perjalanan ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat, sewaktu masih di dalam kendaraan
Kadisnaker, surat tersebut dibuka dan dibaca saksi Zafrayetti, judulnya yakni
“Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak”. Setelah sampai di Kantor Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat Jl. Rasuna Said No.
75 Padang, bertempat di dekat pintu masuk ruangan saksi Zafrayetti kemudian
surat tersebut diberikan saksi Zafrayetti kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat saksi Zul Evi Astar, SH dalam keadaan
dilipat dari Zafra Yeti, Zafra Yeti dengan mengatakan “ada surat titipan dari
KPPN untuk dilengkapi”. Kemudian saksi Zul Evi Astar, SH memberikan surat
tersebut ke Bandara Pengeluaran saksi Irmaliza dengan mengatakan “ini surat
dari KPPN untuk melengkapi persyaratan”. Selanjutnya saksi Zul Evi Astar, SH
bersama dengan saksi Ir. Zamhir pergi ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat di JI. Ujung Gurun No. 7 Padang ;

Bahwa pada tanggal 20 Desember 2006 Terdakwa Drs. Achyarman dipanggil
saksi Eddi Warlis, SE untuk datang ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat JI. Rasuna Said No. 75 Padang,
selanjutnya sekitar jam 16.00 WIB, Terdakwa Drs. Achyarman mengikuti rapat
di ruangan kerja saksi Irmaliza, antara lain dihadiri oleh saksi Usman Hasan,
saksi Ir. Arfinal, saksi Lardi, saksi Fuadi SH, saksi Eddi Warlis, SE dan saksi Zul
Evi Astar, SH. Pertemuan tersebut membicarakan bobot pekerjaan fisik yang
telah dilaksanakan oleh PT. Pembangunan Sumbar sebesar 53,77% per 14
Desember 2006, pada kesempatan tersebut Terdakwa Drs. Achyarman
memohon pertimbangan dengan mengatakan, “material sebagian besar untuk
pembangunan 200 rumah sudah saya siapkan baik yang berasal dari Padang
maupun material dari lokasi setempat berupa kayu”. Akan tetapi PPK saksi Eddi
Warlis, SE dan saksi Ir. Arfinal dari PT. Anirindo Mitra Konsultan menyatakan

bahwa hanya bisa menilai bobot pekerjaan yang sudah dilaksanakan. Kemudian
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dilakukan penandatanganan Berita Acara Kemajuan Fisik Bobot Pekerjaan yang
telah disiapkan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi
Sumatera Barat oleh Site Manager PT. Pembangunan Sumbar sdr. Yulizar Syaf,
tim penilai yakni saksi Harjono, saksi Sarnofi, saksi Indra Gunawan, saksi Lardi,
saksi Suwondo, saksi Tri Suparwiyati serta saksi Ir. Arfinal. Selanjutnya saksi
Zul Evi Astar, SH mengatakan “kelanjutan pelaksanaan pekerjaan diberi
dispensasi sampai tanggal 28 Desember 2006 dan tentang pencairan dananya
sudah ada kontak antara Sekretariat Daerah Propinsi dengan Dirjen Anggaran
dan sudah dapat dispensasi dari Kantor Dirjen Anggaran, dan pencairan
dananya sudah diurus saksi Ir. Zamhir. Kepada kontraktor diminta untuk
melanjutkan pekerjaan sampai tanggal 28 Desember 2006 dan membuat Surat
Pernyataan yang menyatakan akan melanjutkan pekerjaan sampai tanggal 28
Desember 2006. Tapi jangan dibuat Berita Acara 100%”. Selanjutnya saksi Zul
Evi Astar, SH mengatakan “guna surat pernyataan tersebut adalah merupakan
salah satu syarat yang diminta oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN) untuk mengajukan pencairan dana dan KPA akan membuat Surat
Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, karena dana akan dipakai sampai tanggal
28 Desember 2006, dan bila dana berlebih akan dikembalikan ke kas negara”.
selanjutnya KPA saksi Fuadi, SH mengatakan “pokoknya kita menyiapkan
pengajuan pencairan dana dan surat pernyataan tersebut adalah sebagai salah
satu syarat yang diminta oleh KPPN”;

Bahwa setelah rapat Terdakwa Drs. ACHYARMAN datang ke ruangan saksi
Eddi Warlis, SE meminta Terdakwa Drs. ACHYARMAN menandatangani
Addendum/amandemen II Nomor: ADD/AMD.09/W.3/P4T.2006 tanggal 15
Desember 2006 dan lampirannya berupa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
Nomor: BA-204/PT.PS-PDG/12/2006 tanggal 15 Desember 2006 dan Berita
Acara Tim Penilai tertanggal 14 Desember 2006 yang pada pokoknya
mengurangi volume pekerjaan dari 100% menjadi 53,77% dan pengurangan nilai
kontrak yang semula jumlahnya Rp.4.256.373.000,- menjadi Rp. 2.290.475.300,-;
Bahwa atas dasar penjelasan saksi Zul Evi Astar, SH dan saksi Fuadi, SH pada
rapat tersebut diatas, kemudian Terdakwa Drs. ACHYARMAN membuat surat
pernyataan yang pada intinya sanggup untuk melanjutkan pekerjaan sampai
tanggal 28 Desember 2006 dengan bobot sebesar 75% namun belum sempat
surat pernyataan tersebut diserahkan, saksi Eddi Warlis, SE mengatakan
kepada Terdakwa Drs. ACHYARMAN “rubah menjadi 100%” Terdakwa Drs.
ACHYARMAN langsung mengganti surat pernyataan menjadi sanggup untuk

melanjutkan pekerjaan sampai tanggal 28 Desember 2006 dengan bobot
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sebesar 100%. Setelah surat pernyataan yang baru selesai dibuat dan
ditandatangani serta dicap stempel perusahaan, surat pernyataan tersebut
diserahkan oleh Terdakwa Drs. ACHYARMAN kepada kuasa pengguna
anggaran saksi Fuadi, SH. Pada saat Terdakwa Drs. ACHYARMAN
menyerahkan surat pernyataan tersebut, lalu saksi Fuadi, SH menyerahkan
surat kuasa kepada Terdakwa Drs. ACHYARMAN dan meminta Terdakwa Drs.
ACHYARMAN menandatangani Surat Kuasa untuk menempatkan dana P4T di
lokasi Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya ke rekening giro Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat Nomor: 0058.01.000890.30.1
pada BRI cabang Padang. Setelah Terdakwa Drs. ACHYARMAN
menandatanganinya, surat kuasa tersebut diambil kembali oleh Kuasa
Pengguna Anggaran saksi Fuadi, SH. Kemudian Terdakwa Drs. ACHYARMAN
pergi ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Proipinsi Sumatera Barat
di JI. Ujung Gurun No. 7 Padang untuk menyiapkan administrasi pencairan dana
ke KPPN. Pada kesempatan itu, saksi Zul Evi Astar, SH meminta semua pihak
yang terkait dengan pengajuan pembayaran proyek agar tetap di kantor untuk
memudahkan kelancaran pekerjaan proses pencairan dan saksi Zul Evi
Astar, SH mengatakan “bahwa kita diberi waktu oleh KPPN, semua berkas-
berkas pengajuan keuangan harus masuk paling lambat jam 22.00 WIB tanggal
20 Desember 2006” ;

Pada sore hari tanggal 20 Desember 2006, ketika saksi Ir. Arfinal dan Sdri. OS
(karyawan bagian keuangan PT. Anirindo Mitra Konsultan) sedang berada di
kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat di Jl.
Rasuna Said No. 75 Padang untuk urusan melengkapi surat-surat pengajuan
pencairan dana, saksi Ir. Arfinal disuruh oleh pegawai Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat (saksi Ir. Arfinal lupa orangnya) untuk
membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Menyiapkan Pekerjaan, karena
sebelumnya Bendahara P4T saksi Irmaliza meminta Surat Pernyataan tersebut
kepada saksi Ir. Arfinal. Isi Surat Pernyataan tersebut adalah akan
melaksanakan pekerjaan sampai dengan akhir bulan Desember 2006. Sekitar
jam 20.00 WIB Sdri. OS (karyawan bagian keuangan PT. Anirindo Mitra
Konsultan) menerima Surat Kuasa dari saksi Irmaliza. Kemudian bertanya
kepada saksi Irmaliza, “ini Surat Kuasa untuk bobot 53,77% buk Ir?”. Saksi
Irmaliza menjawab “ya” selanjutnya saksi Ir. Arfinal bersama Sdri. OS
mengantarkan Surat Kuasa dan surat pernyataan untuk meminta tanda tangan
Direktris PT. Anirindo Mitra Konsultan Sdr. Ir. Librina Angraini Sabri, setelah

selesai kedua surat tersebut diantarkan lagi oleh saksi Ir. Arfinal ke kantor Dinas
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Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat. Saksi Delfi Danus
mengatakan kepada saksi Irmaliza (Bendahara Pengeluaran P4T) dengan
suara yang agak keras dengan mengatakan “Ni IR ndak jadi sebanyak itu, ado
perubahan, dirobah menjadi pembayaran lunas”. Lalu kelengkapan administrasi
pencairan dana yang telah diterima sebelumnya disimpan saksi Irmaliza dalam
lemarinya, SPP yang telah dibuat sesuai dengan bobot pekerjaan dirobek dan
dibuang agar tidak meragukan karena akan dibuat SPP baru senilai 100%.
Kemudian sekitar setelah waktu Maghrib pada tanggal 20 Desember 2006,
saksi Delfi Danus melihat sudah ada konsep SPP yang terletak diatas meja
kerjanya, isinya tentang nilai/angka yang akan diketikkan pada format SPP yaitu
jumlah pembayaran yang dmintakan, serta angka/nilai yang akan diketikkan
pada kolom 5 tentang “SPP ini”. Selanjutnya saksi Delfi Danus mengetik SPP
100% untuk P4T dengan mengubah angka pada “jumlah pembayaran yang
dimintakan”, serta angka/nilai pada kolom 5 tentang “SPP ini” sesuai dengan
konsep yang diterima saksi Delfi Danus dari saksi Sudarti, ST karena nilai yang
dimintakan pada SPP dirubah, maka saksi Delfi Danus juga merubah nilai pada
kelengkapan SPP vyakni pada Surat Pernyataan SPP-LS, Daftar Rincian
Permintaan Pembayaran (Lembar B), Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Belanja (SPTB). Sedangkan ringkasan kontrak tidak ada dibuat saksi Delfi
Danus karena tidak ada kelengkapan pengajuan pencairan dana dari rekanan
senilai 100% maka untuk pengajuan pembayaran lunas tidak dilengkapi dengan
kelengkapan administrasi pencairan dana 100% dari rekanan. Sekitar setengah
jam kemudian SPP 100% yang baru selesai diketik saksi Delfi Danus, kemudian
SPP 100% dan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Kegiatan P4T (Lembar
B) 100% tersebut ditandatangani oleh saksi Irmaliza dan diserahkan saksi Delfi
Danus kepada saksi Sudarti, ST untuk diperiksa, selanjutnya Bendahara
Pengeluaran saksi Irmaliza mengantarkan SPP-LS Pelunasan Kegiatan P4T di
lokasi Padang Hilalang Dharmasraya kepada saksi Netty Asri selaku Penguiji
dan Penandatangan SPM. Setelah dicek oleh staf pengolah SPP dan SPM vyaitu
oleh Sdri. Dahni Sofrenita, ternyata terdapat kekurangan, karena yang diajukan
bendahara pengeluaran pada SPP-LS hari itu yang dilampirkan hanya :

a. Surat Permintaan Pembayaran LS ;

b. Surat Pernyataan untuk SPP-LS;

c. Dafar Rincian Permintaan Pembayaran (Lembar B) ;

d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) ;

e. Ringkasan Kontrak ;
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f. Surat Kuasa dari rekanan untuk menempatkan dana P4T ke rekening
bendahara pengeluaran dengan nomor rekening 0058.01.000.890.30.1
pada BRI cab. Padang ;

Sedangkan yang tidak ada dilampirkan adalah :

a. Tanda Terima ke pihak ketiga ;

b. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan ;

c. Berita acara Penilaian Kemajuan Pekerjaan ;

d. Rekapitulasi Laporan Kemajuan Pekerjaan di Lapangan ;

Selanjutnya SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran saksi Irmaliza

dan KPA saksi Fuadi, SH kepada tim verifikasi untuk menerbitkan SPM-LS

(Surat Perintah Membayar) karena tidak adanya syarat-syarat berupa tanda

terima ke pihak lll, Berita Acara Pembayaran Pekerjaan, Berita Acara Penilaian

Pekerjaan dan Rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan, karenanya Kuasa Pengguna

Anggaran saksi Fuadi, SH dan bendahara saksi Irmaliza mengajukan lagi Surat

Permintaan Pembayaran (SPP-LS) kepada tim verifikasi antara lain :

1. SPPuntuk PT. Pembangunan Sumbar, dengan kelengkapan :

a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja ;
b. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Kegiatan P4T (Lembar B) ;
c. Surat Pernyataan untuk SPP-LS;
d. Ringkasan Kontrak (untuk penyiapan lahan dan sumur gali) ;
2. SPPuntuk PT. Anirindo Mitra Konsultan, dengan kelengkapan :
a. Surat Pernyataan untuk SPP-Ls;
b. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Kegiatan P4T (Lembar B) ;
c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja ;

Terhadap Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) yang diajukan saksi Irmaliza

atas 2 (dua) perusahaan diatas kepada tim verifikasi, saksi Irmaliza

melampirkan pada masing-masing SPP tersebut surat-surat berupa :

1. Surat Kuasa dari PT. Pembangunan Sumbar yang ditandatangani saksi Drs.
Achyarman selaku Direktur Utama ;

2. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak KPA Fuadi, SH Nomor:
1298/W.3/PKS/2006 tanggal 20 Desember 2006, yang isinya menyatakan
bahwa Kuasa Pengguna Anggaran dengan sesungguhnya
bertanggungjawab penuh atas pembayaran fisik di lapangan s/d 31
Desember 2006 yang telah dibayarkan lunas oleh Bendahara Pengeluaran
kepada yang berhak menerima dan bersedia segera menyetor kembali ke
kas negara, apabila terjadi kelebihan perhitungan pembayaran pekerjaan
fisik tersebut s/d 31 Desember 2006 ;
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3. Surat Pernyataan tertanggal 19 Desember 2006 bermaterai Rp. 6.000,-
(enam ribu rupiah) dari Bendahara Pengeluaran saksi Irmaliza dan saksi
Eddi Warlis, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang menyatakan akan
melengkapi segala administrasi keuangan (semua kekurangan lampiran
SPP-LS) yang diajukan pada tanggal 19 Desember 2006 atau segala
administrasi keuangan yang berhubungan dengan penerbitan SPM-LS pada
tanggal 20 Desember 2006 akan menjadi tanggung jawab mereka
sepenuhnya dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran saksi Fuadi, SH ;

Bahwa syarat-syarat untuk pencairan dana Kegiatan P4T yang terdiri dari Surat

Permintaan Pembayaran (SPP-LS), Surat Pernyataan untuk SPP-LS, Daftar

Rincian Permintaan Pembayaran Kegiatan P4T (Lembar B), Surat Pernyataan

Tanggung Jawab Belanja ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen saksi

Eddi Warlis, SE dan ditandatangani juga oleh Kuasa Pengguna Anggaran saksi

Fuadi, SH sebagai yang mengetahui ;

Bahwa SPP tersebut diperiksa oleh bagian verifikasi dan terhadap SPP tersebut

bagian verifikasi mengkoreksi dengan menuliskan ceklis dan menambahkan

kata “LUNAS” pada format SPP “Untuk Keperluan”, sehingga selengkapnya
kalimat  untuk keperluan  tersebut  menjadi ‘Pembayaran  Lunas

Pekerjaan.....dst.” Kemudian saksi Delfi Danus memperbaiki SPP tersebut, tidak

lama kemudian pekerjaan saksi Delfi Danus memperbaiki SPP tersebut selesai,

lalu SPP yang telah diperbaiki saksi Delfi Danus tersebut ditandatangani oleh
saksi Irmaliza kemudian diambil oleh saksi Suherman ;

Tim verifikasi menerima SPP-LS Kegiatan P4T lokasi Padang Hilalang dan

Dusun Tangah, saksi Netty Asri, SE keberatan untuk menandatangani SPM-LS

tersebut karena administrasinya tidak lengkap. Karena adanya penolakan tim

verifikasi untuk menerbitkan SPM-LS, saksi Fuadi, SH mengatakan kepada
saksi Netty Asri “kalau SPM tersebut tidak saksi Netty Asri tanda tangani,
uangnya tidak akan bisa cair karena batas penyampaian SPM-LS ke KPPN
adalah pada tanggal 20 Desember 2006, sedangkan transmigran telah

berangkat dari daerah asalnya dan pekerjaan P4T masih berlangsung di

lapangan.” selain itu Pejabat Pembuat Komitmen saksi Eddi Warlis juga

menyuruh saksi Netty Asri, SE untuk menandatangani SPM-LS tersebut ;

Kemudian dengan rasa terpaksa akibat adanya desakan dari Kuasa Pengguna

Anggaran saksi Fuadi, SH maka saksi Netty Asri, SE dengan dibantu oleh 4

(empat) orang staf saksi Netty Asri, SE yaitu Sdri. Dahni Sofrenita, Sdr. Dedi

Suhendri, Sdr. Yusnimar dan Sdri. Nini Subharti untuk menerbitkan Surat

Perintah Membayar (SPM-LS) yakni :

Hal. 22 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Perintah Membayar untuk pembayaran Ilunas Pekerjaan
Pembangunan rumah trans dan Fasum Lok. Dusun Tangah ;

2. Surat Perintah Membayar untuk pembayaran Ilunas Pekerjaan
Pembangunan Jalan Jembatan dan gorong-gorong beton Lok. Dusun
Tangah ;

3. Surat Perintah Membayar untuk pembayaran lunas Pekerjaan Penyiapan
lahan lokasi Dusun Tangah ;

4. Surat Perintah Membayar untuk pembayaran lunas Pekerjaan
Pembangunan sarana air bersih (sumur gali) Dusun Tangah ;

5. Surat Perintah Membayar untuk pembayaran lunas Pekerjaan
Pembangunan sarana air bersih (sumur gali) Lok. Padang Hilalang ;

6. Surat Perintah Membayar untuk pembayaran lunas Pekerjaan
Pembangunan Jalan Jembatan dan gorong-gorong beton Lok. Padang
Hilalang ;

7. Surat Perintah Membayar untuk pembayaran lunas Pekerjaan Penyiapan
lahan lokasi Padang Hilalang ;

8. Surat Perintah Membayar untuk pembayaran Ilunas Pekerjaan
Pembangunan rumah trans dan Fasum Lok. Padang Hilalang ;

9. Surat Perintah Membayar untuk pembayaran lunas Pekerjaan Supervisi
Penyiapan Lahan Lok. Padang Hilalang ;

10. Surat Perintah Membayar untuk pembayaran lunas Pekerjaan Supervisi
Pembangunan Jalan jembatan dan gorong-gorong beton Lok. Padang
Hilalang ;

11. Surat Perintah Membayar untuk pembayaran lunas Pekerjaan Supervisi
Pembangunan rumah trans dan Fasum Lok. Padang Hilalang ;

12. Surat Perintah Membayar untuk pembayaran lunas Pekerjaan Supervisi
Pembangunan Jalan jembatan dan gorong-gorong beton Lok. Dusun
Tangah ;

13. Surat Perintah Membayar untuk pembayaran lunas Pekerjaan Supervisi
Penyiapan lahan Dusun Tangah ;

14. Surat Perintah Membayar untuk pembayaran lunas Pekerjaan Supervisi
Pembangunan rumah trans dan Fasum dan sumur gali Lok. Dusun Tangah ;

Padahal waktu itu sudah sekitar jam 03.00 WIB dini hari tanggal 21 Desember

2006, sehingga oleh sebab itu saksi Netti Asri merasa berada dibawah tekanan,

apalagi pada saat itu juga ada Kepala Dinas saksi Zul Evi Astar, PPK saksi Eddi

Warlis, dan Bendahara Pengeluaran saksi Irmaliza, PPK dan saksi Eddi Warlis

juga menyuruh saksi Netty Asri untuk menandatangani SPM-LS tersebut.
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Setelah saksi Netty Asri menandatangani SPM tersebut KPA saksi Fuadi, SH
menyerahkan kepada saksi Netty Asri Surat Pernyataan dari PT. Pembangunan
Sumbar masing-masing tertanggal 20 Desember 2006 yang menyatakan akan
menyiapkan pekerjaan 100% sampai dengan tanggal 28 Desember 2006 proyek
PA4T 200 KK di Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya. SPM P4T tersebut
diantarkan oleh Sdr. Dedy Suhendri, S. Kom staf bagian Keuangan ke KPPN
Padang.

Bahwa SPM pembayaran lunas yang diajukan untuk PT. Pembangunan Sumbar
tanggal 20 Desember 2006 adalah sebesar Rp. 2.130.247.997,- (Dua Milyar
Seratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus
Sembilan Puluh Tujuh) dengan rincian sebagai berikut :

No. | URAIAN PEKERJAAN NILAI PADA SPP | JUMLAH BERSIH
Pekerjaan Penyiapan Lahan Rp. 373.165.240,- Rp. 332.456.240,-
2. Pekerjaan Pembangunan | Rp. 282.420.439,- Rp. 251.610.937,-

jalan,  jembatan, gorong-
gorong beton

3. Pekerjaan Pembangunan | Rp. 1.374.045.540,- | Rp. 1.351.427.740,-
rumah tran dan fasilitas umum
4. Pekerjaan sumur gali Rp. 100.616.778,- Rp. 89.640.403,-
JUMLAH Rp. 2.130.247.997,- | Rp. 2.025.135.320,-

Bahwa SPM pembayaran lunas yang diajukan untuk PT. Anirindo Mitra
Konsultan tanggal 20 Desember 2006 adalah sebesar Rp. 109.285.000,-
(seratus sembilan juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian

sebagai berikut :

No. | URAIAN PEKERJAAN NILAI PADA SPP | JUMLAH BERSHH
1. Pekerjaan supervisi | Rp. 18.833.831,- Rp. 16.472.799,-
Penyiapan Lahan
2. Pekerjaan supervisi | Rp. 35.754.138,- Rp. 31.203.588,-
Pembangunan jalan,
jembatan, gorong-gorong
beton
3. Pekerjaan supervisi | Rp. 54.697.031,- Rp. 47.735.546,-
Pembangunan rumah tran dan
fasilitas umum dan sumur gali
JUMLAH Rp. 109.285.000,- Rp. 95.411.933,-
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Rekapitulasi pencairan dana Kegiatan fisik P4T :
1. PT. Pembangunan Sumbar Rp. 2.130.247.997,-
2. PT. Anirindo Mitra Konsultan Rp. 109.285.000,- +
Jumlah Rp. 2.239.532.997 (Dua Milyar Dua Ratus
Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus

Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) ;
Bahwa pada sekitar tanggal 20 Desember 2006 malam atau tanggal 21
Desember 2006 dini hari, SPM pada Kegiatan Pembangunan Pemukiman
Transmigrasi Lokasi Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya Propinsi
Sumatera Barat Tahun Anggaran 2006 diterima KPPN Padang dari Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat oleh Pelaksana pada
Seksi Perbendaharaan yaitu saksi Desriandi dan Sdri. Prima Elvira yang terdiri
dari :

. Surat Permintaan Pembayaran ;

. Pernyataan untuk SPP-LS;

a
b
c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja ;
d. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Kegiatan P4T (Lembar B) ;
e. Faktur Pajak ;

f. Surat Setoran Pajak ;

Surat Kuasa ;

Q

h. Ringkasan Kontrak ;

Bahwa SP2D terbit pada tanggal 26 Desember 2006, dengan demikian dana
pelunasan Kegiatan P4T lokasi Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya
tersebut telah cair 100% sejumlah Rp. 2.239.532.997,- (Dua Milyar Dua Ratus
Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus
Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) ;

Kemudian berdasarkan surat kuasa dari PT. Pembangunan Sumbar dan PT.
Anirindo Mitra Konsultan untuk pengalihan dana ke P4T ke rekening Bendahara
Pengeluaran No. rek. 0058.01.000890.30.1 pada BRI cabang Padang setelah
dipotong pajak, maka jumlah dana P4T yang masuk/ditransfer ke rekening

bendahara saksi Irmaliza adalah :

1. Dana pelunasan P4T an. PT. Pembangunan Sumbar Rp. 2.025.135.320,- ;
2. Dana pelunasan P4T an. PT. Anirindo Mitra Konsultan Rp. 95411933,- ;+
Jumlah.. e RP. 2120.547.253 -

(Dua Milyar Seratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua
Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) ;
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Sehingga dengan demikian dana Kegiatan fisik P4T yang telah dicairkan untuk
lokasi Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya seluruhnya adalah sebagai
berikut :

I.  PT. Pembangunan Sumbar :

Termyn Jumlah kotor PPn dan PPh Jumlah bersih

| Rp. 610.563.190,- Rp. 56.301.445,- Rp. 554.261.745,-

] Rp. 604.111.470,- Rp. 24.686.850,- Rp. 579.424.620,-
] Rp. 673.020.900,- Rp. 27.414.700,- Rp. 645.606.200,-
Lunas Rp. 2.130.247.997,- Rp. 105.112.677,- Rp. 2.025.135.320,-
Jumlah Rp. 4.017.943.557,- Rp. 213.515.672,- Rp. 3.804.427.885,-

II. PT. Anirindo Mitra Konsultan :

Termyn Jumlah kotor PPn dan PPh Jumlah bersih
| Rp. 44.425.000,- Rp. 5.654.091,- Rp. 38.770.909,-
Lunas Rp. 109.285.000,- Rp. 13.873.067,- Rp. 95.411.933,-
Jumlah Rp. 153.710.000,- Rp. 19.527.158,- Rp. 134.182.842,-
Rekapitulasi :
1. PT. Pembangunan Sumbar Rp. 4.017.943.557,- ;
2. PT. Anirindo Mitra Konsultan Rp. 153.710.000,-; +
Jumlah ... Rp. 4.171.653.557,- (Empat Milyar

Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus
Lima Puluh Tujuh Rupiah) ;

Bahwa dari nilai kontrak PT. Pembangunan Sumbar sebesar Rp. 4.256.737.000,-
(Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh
Ribu Rupiah) dan telah diaddendum (addendum Il) yang mengurangi volume
pekerjaan menjadi 53,77% dan mengatur tentang harga borongan dirubah
menjadi sebesar Rp. 2.290.475.300,- (Dua Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh
Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah). Namun dana
pekerjaan fisik P4T untuk lokasi Padang Hilalang seluruhnya telah dicairkan
sebesar Rp. 4.017.943.357,- (Empat Milyar Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus
Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah). Sehingga telah
terjadi pengeluaran uang negara secara tidak sah sebesar Rp. 1.727.468.057,-
(Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh
Delapan Ribu Lima Puluh Tujuh Rupiah) ;

Bahwa dari nilai kontrak PT. Anirindo Mitra Konsultan sebesar Rp. 155.670.000,-
(Seratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan telah

di addendum (addendum ) yang mengikuti volume pekerjaan fisik menjadi
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53,77% dan mengatur tentang harga borongan dan dirubah menjadi sebesar
Rp. 81.743.750,- (delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh
ratus lima puluh rupiah). Namun dana supervisi P4T untuk lokasi Padang
Hilalang Kabupaten Dharmasraya seluruhnya telah dicairkan sebesar
Rp. 153.710.000,- (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu
Rupiah) sehingga telah terjadi pengeluaran uang Negara secara tidak sah
sebesar Rp. 71.966.250,- (Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh
Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah). Bahwa berdasarkan hasil
penghitungan, bobot pekerjaan yang dilaksanakan PT. Anirindo Mitra Konsultan
mengikuti bobot fisik yang dicapailyang dilaksanakan PT. Pembangunan
Sumbar sebesar 53,77%, maka dari nilai kontrak awal PT. Anirindo Mitra
Konsultan sebesar Rp. 155.670.000,- x 53,77% = Rp. 83.703.750,- setelah
dikurangi pembayaran kepada PT. Anirindo Mitra Konsultan pada termyn |
sebesar Rp. 44.425.000,- maka masih terdapat hak PT. Anirindo Mitra Konsultan
atas pembayaran pada bulan Desember 2006 sebesar Rp. 39.278.750,- dari uang
yang dicairkan sebesar Rp. 109.285.000,- setelah dikurangi Rp. 39.278.750,-
menjadi Rp. 70.006.250,- ;
Rekapitulasi kelebihan pengeluaran uang negara :
a. PT. Pembangunan Sumbar Rp. 1.727.468.057,- ;
b. PT. Anirindo Mitra Konsultan Rp. 70.006.250,- ; +

Jumlah Rp. 1.797.474.397,- (Satu Milyar Tujuh Ratus
Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga Ratus
Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) ;
Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. ACHYARMAN bersama-sama dengan saksi

Fuadi, SH dan saksi Eddi Warlis, SE sebagaimana diuraikan diatas

bertentangan dengan:

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara menyatakan bahwa “keuangan Negara dikelola secara tertib, taat
pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan” ;

2. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
jo. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan
Negara, menyebutkan: “Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai
dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember”;

3. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
pada Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa “pembayaran atas beban APBN/

APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima” ;
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4. Bahwa Pasal 36 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3
November 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, menyatakan :

(1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus per seratus) sesuai dengan
yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan
permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk
penyerahan pekerjaan ;

(2) Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan
yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan,
dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau
melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam
kontrak ;

(3) Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh
hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak ;

(4) Penyedia barang/jasa wajib melakukan pemeliharaan atas hasil
pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga
kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan dan dapat
memperoleh pembayaran uang retensi dengan menyerahkan jaminan
pemeliharaan ;

(5) Masa pemeliharaan minimal untuk pekerjaan permanen 6 (enam) bulan
untuk pekerjaan semi permanen 3 (tiga) bulan dan masa pemeliharaan
dapat melampaui tahun anggaran ;

(6) Setelah  masa  pemeliharaan  berakhir, pengguna barang/jasa
mengembalikan jaminan pemeliharaan kepada penyedia barang/jasa ;

5. Bahwa Pasal 37 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tanggal
3 November 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah menyatakan, “Bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan
akibat dari kelalaian penyedia barang/jasa, maka penyedia barang/jasa yang
bersangkutan dikenakan denda keterlambatan sekurang-kurangnya 1%o
(satu perseribu) per hari dari nilai kontrak” ;

6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan
Barang/Jasa pemerintah (Lampiran |, tanggal 3 November 2003 Bab Il angka
2 huruf D.f.1, 2, 3):

1. Setelah pekerjaan selesai 100% Penyedia Barang/Jasa mengajukan
permintaan secara tertulis kepada Pengguna Barang/Jasa untuk
penyerahan pekerjaan ;
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2. Pengguna Barang/Jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan
yang telah diselesaikan oleh Penyedia Barang/Jasa ;

3. Pengguna Barang/Jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh
hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak ;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan per-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005
tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diatur dalam Bab Il Pasal 5 ayat 3
menyebutkan, “setelah dilakukan pengujian terhadap SPP-UP/SPP-TUP/
SPP-GUP/SPM-LS, Pejabat penguji SPP dan penandatangan SPM
menerbitkan SPM-UP/SPM-TUP/SPM-GUP/SPM-LS dalam rangkap 3 :

a. Lembar ke | dan ke Il disampaikan kepada KPPN ;
b. Lembar ke lll sebagai pertinggal pada Satker yang bersangkutan.”

8. Pasal 4 ayat 6 Per-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang
Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara menyebutkan “SPP Non Belanja Pegawai :

a. Pembayaran Pengadaan Barang dan Jasa :

1. Kontrak/SPK yang mencantumkan Nomor Rekening rekanan ;

2. Surat Pernyataan Kuasa PA mengenai penetapan rekanan ;

3. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan ;

4. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ;

5. Berita Acara Pembayaran ;

6. Kuitansi yang disetujui oleh Kuasa PA atau Pejabat yang ditunjuk
(Format Kuitansi LS sebagaimana lampiran 4) ;

7. Faktur Pajak beserta SSP yang telah ditandatangani wajib pajak ;

8. Jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh Bank
atau Lembaga Keuangan Non Bank ;

9. Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang
dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman atau
hibah luar negeri ;

10.Ringkasan kontrak yang dibuat sesuai format lampiran 5 untuk rupiah
murni dan lampiran 6 untuk PHLN ;

Berita acara pada butir 3, 4 dan 5 di atas dibuat sekurang-kurangnya

dalam rangkap 5 dan disampaikan kepada :

a. Asli dan satu tembusan untuk penerbit SPM ;

b. Masing-masing satu tembusan untuk pada pihak yang membuat
kontrak ;

c. Satutembusan untuk Pejabat Pelaksana Pemeriksaan Pekerjaan.”
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Bahwa setelah pencairan dana pada tanggal 20 Desember 2006, maka dana

untuk Kegiatan P4T pada lokasi Padang Hilalang masuk dalam rekening

Bendahara Pengeluaran di Bank BRI Cabang Padang sebesar Rp. 2.025.135.320,-

(Dua Milyar Dua Puluh Lima Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Dua

Puluh Rupiah), diminta oleh Terdakwa Drs. ACHYARMAN, dengan rincian

sebagai berikut :

1. Tanggal 29 Desember 2006 Terdakwa Drs. ACHYARMAN mengambil uang
sebesar Rp. 402.769.790,- (Empat Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh
Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah) dari saksilrmaliza ;

2. Tanggal 16 Januari 2007 sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) ;

3. Tanggal 16 Januari 2007 sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam Puluh Lima Juta
Rupiah) ;

4. Tanggal 23 Januari 2007 sebesar Rp. 215.000.000,- (Dua Ratus Lima Belas
Juta Rupiah) ;

5. Tanggal 12 Februari 2007 sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta
Rupiah) ;

6. Tanggal 14 Februari 2007 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ;

7. Tanggal 21 Februari 2007 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ;

8. Tanggal 22 Februari 2007 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta

Rupiah) ;

9. Tanggal 22 Februari 2007 sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta
Rupiah) ;

10.Tanggal 22 Februari 2007 sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta
Rupiah) ;

11.Tanggal 7 Maret 2007 sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) ;
Total dana Kegiatan P4T yang diambil oleh Terdakwa Drs. ACHYARMAN
adalah sebesar Rp. 1.587.769.790,- (Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh
Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan
Puluh Rupiah), dan Kegiatan Fisik P4T untuk lokasi Padang Hilalang Kabupaten
Dharmasraya yang masih ada di rekening Bendahara Pengeluaran adalah
sebesar Rp. 437.365.530,- (Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus
Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah) ;

Bahwa Terdakwa Drs. ACHYARMAN selaku Direktur Utama PT. Pembangunan
Sumbar tidak pernah menyerahkan hasil pekerjaan kepada pengguna
barang/jasa, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi
Sumatera Barat, meskipun telah mencairkan dana Kegiatan Fisik P4T untuk

lokasi Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya sebesar 100% ;
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Bahwa sehubungan dengan keterlambatan penyelesaian pekerjaan Fisik P4T
untuk lokasi Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya, Terdakwa Drs.
ACHYARMAN selaku Direktur Utama PT. Pembangunan Sumbar tidak pernah
membayar denda 1%o (satu perseribu) per hari keterlambatan maksimal 5% dari
jumlah harga borongan, dengan perhitungan sebagai berikut: 5%xRp.4.256.737.000,-
= Rp. 212.836.850,- (Dua Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh
Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) ;
Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. ACHYARMAN bersama-sama dengan
saksi Fuadi, SH dan saksi Eddi Warlis, SE telah memperkaya Terdakwa
Drs. ACHYARMAN selaku Direktur Utama PT. Pembangunan Sumbar sebesar
Rp. 2.025.135.320,- (Dua Milyar Dua Puluh Lima Juta Rupiah Seratus Tiga
Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah) dikurang Rp. 402.769.790,-
(Empat Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus
Sembilan Puluh Rupiah) hasilnya Rp. 1.622.365.530,- (Satu Milyar Enam Ratus
Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh
Rupiah) dan merugikan keuangan negara cq. Pemerintah Daerah Propinsi
Sumatera Barat sebesar Rp. 1.622.365.530,- (Satu Milyar Enam Ratus Dua
Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh
Rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara
yang dibuat oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Perwakilan Propinsi Sumatera Barat Nomor: LAP-247/PW.03/05/2008 tanggal 1
Agustus 2008 ditambah uang jaminan pelaksanaan pekerjaan yang tidak
dicairkan sebesar Rp. 212.836.865,- (Dua Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus
Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) ditambah
denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp. 212.836.850,-
(Dua Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan
Ratus Lima Puluh Rupiah) sehingga total kerugian negara berjumlah
Rp. 2.048.039.245,- (Dua Milyar Empat Puluh Delapan Juta Tiga Puluh
Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) atau sekitar jumlah itu ;
Perbuatan Terdakwa Drs. ACHYARMAN melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal
18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1)
ke-1 KUHP ;

ATAU
KEDUA :
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Bahwa Terdakwa Drs. ACHYARMAN selaku Direktur Utama PT. Pembangunan

Sumbar sebagai penyedia barang dan jasa dalam Kegiatan Pembinaan

Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) di Dinas Tenaga

Kerja Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2006 di

lokasi Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya, sesuai Surat Perjanjian

Pemborongan Nomor: SPP.01/W.3/P4T/2006 tanggal 5 Juni 2006, antara bulan

Mei 2006 sampai dengan akhir bulan Maret 2007, atau setidak-tidaknya pada

tahun 2006 dan pada tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat JI. Rasun Said No. 75 Padang dan pada

Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat Jl. Ujung

Gurun No. 7 Padang, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan

Negeri Padang, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama

dengan saksi Fuadi, SH (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi

Eddi Warlis, SE (melarikan diri) melakukan, menyuruh melakukan, atau turut

serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau

suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang
ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan
negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf a, b, dan f Keputusan Presiden Nomor 80

Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan: Pengadaan barang/jasa

wajib menerapkan prinsip-prinsip :

a. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan
menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang
ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat
dipertanggungjawabkan ;

b. Efektif, berarti pengadaan barang/asa harus sesuai dengan kebutuhan
yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-
besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan ;

f. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun
manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan
pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang
berlaku dalam pengadaan barang/jasa.”

Bahwa Pasal 36 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3

November 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah, menyatakan :
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(1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus per seratus) sesuai dengan yang
tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan
secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan ;

(2) Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang
telah diselesaikan, baik secara sebagaian atau seluruh pekerjaan dan
menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi
kekuarangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak ;

(3) Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh
hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak ;

(4) Penyedia barang/jasa wajib melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan
selama masa yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga kondisi tetap seperti
pada saat penyerahan pekerjaan dan dapat memperoleh pembayaran uang
retensi dengan menyerahkan jaminan pemeliharaan ;

(5) Masa pemeliharaan minimal untuk pekerjaan permanen 6 (enam) bulan
untuk pekerjaan semi permanen 3 (tiga) bulan dan masa pemeliharaan
dapat melampaui tahun anggaran ;

(6) Setelah  masa pemeliharaan  berakhir, pengguna  barang/jasa
mengembalikan jaminan pemeliharaan kepada penyedia barang/jasa ;

Bahwa Pasal 37 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3

November 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

menyatakan “Bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari

kelalaian penyedia barang/jasa, maka penyedia barang/jasa yang bersangkutan
dikenakan denda keterlambatan sekurang-kurangnya 1%. (satu per seribu) per
hari dari nilai kontrak” ;

Bahwa Bab Il huruf C angka 2 huruf a pint 11 huruf b tentang Hak dan

Kewajiban pihak penyedia barang/jasa butir (1), (4) dan (6) Lampiran | Keppres

Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan :

“(1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga
yang telah ditentukan dalam kontrak ;

(4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal
pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;

(6) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaaan
yang telah ditetapkan dalam kontrak.”

Bahwa Bab Il huruf D angka 1 point f butir (3) tentang Pembayaran Prestasi

Pekerjaan Lampiran | Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003
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tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

menyatakan :

“(3) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan
dengan sistem bulanan atau sistem termin yang didasarkan pada prestasi
pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak.”

Bahwa Pasal 1 Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor: SPP.01AW.3/P4T/2006

tanggal 5 Juni 2006 pada pokoknya, menyatakan “Terdakwa Drs. ACHYARMAN

selaku Direktur Utama PT. Pembangunan Sumbar menerima tugas untuk
melaksanakan pekerjaan Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan

Transmigrasi (P4T)” ;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 Surat Perjanjian Pemborongan Nomor:

SPP.01/W.3/P4T/2006 tanggal 5 Juni 2006 PT. Pembangunan Sumbar

mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan fisik kegiatan PAT pada

lokasi Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya, dengan rincian sebagai

berikut :
) ) Jumlah Harga
No. | Uraian Kegiatan Satuan | Volume
(Rp)
I Penyiapan Lahan
Tebas, Tebang, Potong Ha 219.00 | 213.415.500,00
Pilih, Kumpul, Bersih Ha 219.00 | 279.886.380,00
Il Pem. Jalan, Jembatan & Gorong-gorong
Jalan Penghubung/Poros
Jalan Desa Km 2.90 432.874.578,78
Jembatan Semi Permanen : Km 5.00 317.444.357,55
Bentang 10 m 1 unit
Gorong-gorong Beton M 10.00 105.466.171,60
- Diameter 80 cm
- Diameter 60 cm M 60.00 45.415.966,00
M 51.00 35.382.196,56

] Pemb. Rumah Trans Lantai Cor (Type 36) | Unit 200.00 | 2.279.067.004,00

IV | Pembangunan Fasilitas Umum

e Kantor Unit Unit 1.00 61.989.114,29
e Rumah Ibadah (mesjid) Unit 1.00 81.325.415,23
e Gudang Unit Unit 1.00 52.333.023,34
«  Rumah Petugas (Kopel) Unit | 1.00 |79.936.243,15
o Puskesmas Pembantu (Pustu) Unit 1.00 94.647.087,88
e RumahKepala KUPT Unit 1.00 60.736.935,17

v Sarana Air Bersih (SAB)
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Pembangunan Sumur Gali Unit 56.00 116.817.778,00
Total 4.256.737.753,55
Dibulatkan 4.256.737.000,00

Bahwa Pasal 3 dan Pasal 4 Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor:
SPP.01/W.3/P4T/2006 tanggal 5 Juni 2006 pada pokoknya, menyatakan
Terdakwa Drs. ACHYARMAN selaku Direktur Utama PT. Pembangunan
Sumbar menyerahkan jaminan pelaksanaan pekerjaan berupa surat jaminan
dari bank umum pemerintah setempat atau Lembaga Keuangan lainnya sebesar
5% x Rp. 4.256.737.000,- = Rp. 212.836.850,- ;

Bahwa Pasal 5 Surat Perjanjan Pemborongan (SPP)  Nomor:
SPP.01/W.3/P4T/2006 tanggal 5 Juni 2006 pada pokoknya, menyatakan
Terdakwa Drs. ACHYARMAN selaku Direktur Utama PT. Pembangunan
Sumbar melaksanakan pekerjaan di lokasi Padang Hilalang Kabupaten
Dharmasraya selama 5 (lima) bulan atau selama 150 (seratus lima puluh) hari
kalender mulai dari tanggal 23 Mei 2006 s/d tanggal 19 Oktober 2006 ;

Bahwa Pasal 8 Surat Perjanjan Pemborongan (SPP) Nomor:
SPP.01/W.3/P4T/2006 tanggal 5 Juni 2006 pada pokoknya, menyatakan
Terdakwa Drs. ACHYARMAN selaku Direktur Utama PT. Pembangunan
Sumbar mengajukan pembayaran melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN) di Padang secara langsung (SPP-LS);

Bahwa Pasal 11 angka 3 Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor:
SPP.01/W.3/P4T/2006 tanggal 5 Juni 2006 pada pokoknya, menyatakan
Terdakwa Drs. ACHYARMAN selaku Direktur Utama PT. Pembangunan
Sumbar harus menyerahkan hasil pekerjaan dengan Berita Acara Serah
Terima ;

Pada Tahun 2006 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera
Barat mengelola dana dekonsentrasi berupa Kegiatan Pembinaan Penyiapan
Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (selanjutnya disingkat P4T) yang
berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2006
sebagaimana tertuang dalam DIPA Nomor: 0460.0/026-06.1/lI©2005 tanggal 31
Desember 2005 dengan nilai sebesar Rp. 16.558.137.000,- (Enam Belas Milyar
Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) yang telah
direvisi terakhir dengan surat Nomor: S-1353/Wpb.03/BD.02.03/2006 tanggal 6

November 2006, sehingga alokasi dana untuk kegiatan P4T menjadi sebesar
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Rp. 15.685.517.000,- (Enam Belas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta
Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah) ;

Bahwa Terdakwa Drs. ACHYARMAN selaku Direktur Utama PT. Pembangunan
Sumbar tidak menyerahkan jaminan pelaksanaan pekerjaan sesuai Pasal 3
Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor: SPP.01/W.3/P4T/2006 tanggal 5
Juni 2006, akan tetapi Terdakwa Drs. ACHYARMAN menyerahkan jaminan
pelaksanaan pekerjaan berupa jaminan asuransi dari PT. Asuransi Parolamas
Nomor Bond: PDG/SBB/00604/06 tanggal 23 Mei 2006 ;

Setelah melalui proses pelelangan, pekerjaan fisik kegiatan P4T untuk lokasi
Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya dimenangkan oleh PT.
Pembangunan Sumbar dengan nilai penawaran Rp. 4.256.737.000,- (Empat
Milyar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu
Rupiah). Pada tanggal 23 Mei 2006 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saksi
Eddi Warlis, SE menerbitkan surat Penunjukan Pengadaan Barang dan Jasa
(SPPBJ) Nomor: 09/W.3/P4T/2006 tanggal 23 Mei 2006, ditandatangani
oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) saksi Fuadi, SH sebagai yang
mengetahui ;

Selanjutnya pelaksanaan pekerjaan fisik kegiatan P4T untuk lokasi Padang
Hilalang Kabupaten Dharmasraya dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian
Pemborongan Nomor: SPP.01W.3/P4T/2006 tanggal 5 Juni 2006 yang
ditandatangani oleh Terdakwa Drs. ACHYARMAN selaku Direktur Utama PT.
Pembangunan Sumbar dan oleh saksi Eddi Warlis, SE selaku Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) dan ditandatangani oleh saksi Fuadi, SH selaku Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) sebagai yang menyetujui serta ditandatangani oleh
saksi Zul Evi Astar selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Propinsi Sumatera Barat sebagai yang mengetahui ;

Bahwa pekerjaan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan fisik kegiatan
P4T pada lokasi Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya dilaksanakan oleh
Konsultan Pengawas PT. Anirindo Mitra Konsultan dengan nilai kontrak sebesar
Rp. 155.670.000,- (Seratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh
Ribu Rupiah) sebagaimana tercantum pada Surat Perjanjian Pemborongan
(SPP) Nomor: SPP.04/W.3/P4T/2006 tanggal 29 Mei 2006 yang ditandatangani
oleh pihak | saksi Eddi Warlis, SE selaku PPL, Pihak Il Direktur PT. Anirindo
Mitra Konsultan saksi Ir. Librina Anggraini Sabri yang diketahui saksi Fuadi, SH
selaku Kuasa Pengguna Anggaran sehingga dengan demikian jumlah dari
masing-masing nilai kontrak untuk pekerjaan fisik kegiatan P4T pada lokasi

Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut :
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1. Kontrak PT. Pembangunan Sumbar Rp. 4.256.737.000,-

2. Kontrak PT. Anirindo Mitra Konsultan Rp. 155.670.000,-
Jumlah.....o, Rp. 4.412.407.000,- (empat milyar
empat ratus dua belas juta empat ratus tujuh ribu rupiah) ;

Kemudian kira-kira 15 hari setelah Surat Penunjukan Penyedia Barang dan
Jasa (SPPBJ) diterbitkan, Terdakwa Drs. ACHYARMAN selaku Direktur Utama
PT. Pembangunan Sumbar mulai bekerja melakukan mobilisasi alat-alat berat
ke lokasi proyek, mengukur patok-patok kemudian Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat menyerahkan lokasi pekerjaan ke PT.
Pembangunan Sumbar dengan menentukan awal pekerjaan. Ketika PT.
Pembangunan Sumbar akan memulai pekerjaan, saksi Fuadi, SH
menyampaikan kepada Terdakwa Drs. ACHYARMAN untuk pembukaan lahan
harus ada Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) berkenaan dengan peraturan
Kepmenhut Nomor: SK.382/Menhut-112004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang
Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), dimana antara lain yang diatur dalam Kepmenhut
tersebut disyaratkan pembukaan lahan terlebih dahulu harus memenuhi
persyaratan/pengurusan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan wajib membayar
Provisi Sumber Daya Hutan/Dana Reboisasi (PSDH/DR). Kemudian saksi
Fuadi, SH meminta PT. Pembangunan Sumbar untuk mengurus IPK, namun
PT. Pembangunan Sumbar tidak bersedia mengurus karena PT. Pembangunan
Sumbar tidak bergerak dibidang perkayuan ;

Karena ada kendala tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), maka pekerjaan fisik
pada kegiatan P4T pada lokasi Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya
belum dapat dilaksanakan. Namun sampai akhir bulan Juni 2006 tidak ada
perusahaan yang berminta untuk mengurus IPK pada lokasi kegiatan fisik P4T
di Padang Hilalang tersebut, maka untuk lokasi Padang Hilalang Kabupaten
Dharmasraya ada salah satu perusahaan, yakni PT. Banyu Agro Setia Prima
yang mengajukan untuk pengurusan IPK di lokasi Padang Hilalang Kabupaten
Dharmasraya. Kemudian Gubernur mengirim surat ke Bupati Dharmasraya
untuk izin prinsip menyetujui permohonan IPK atas nama PT. Banyu Agro Setia
Prima dengan surat nomor: 522.1/1496/Perek-2006 tanggal 18 Juni 2006 ;
Sementara itu sebelum IPK keluar, PT. Pembangunan Sumbar tetap
melanjutkan pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan poros, membuat
jembatan, memasang gorong-gorong dan penyiapan lahan pemukiman. Namun
PT. Pembangunan Sumbar belum dapat melakukan pengolahan kayu sebagai
bahan baku untuk pembangunan rumah dan pekerjaan lainnya yang

membutuhkan kayu karena belum ada IPK ;
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Untuk menindaklanjuti permasalahan belum ada IPK lokasi Padang Hilalang
Kabupaten Dharmasraya tersebut, pada tanggal 23 Agustus 2006 dilaksanakan
rapat di Kantor Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat dengan materi
pembahasan tentang pembukaan lahan pada lokasi transmigrasi di lokasi
Dusun Tangah Kabupaten Solok Selatan dan lokasi Padang Hilalang Kabupaten
Dharmasraya. Dari laporan saksi Eddi Warlis, SE yang mengikuti rapat tersebut
kemudian menerangkan kepada saksi Fuadi, SH yakni peserta rapat dari Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat adalah saksi Eddi
Warlis, SE selaku PPK saksi Harijono dan dari pihak Dinas Kehutanan Propinsi
Sumatera Barat diantara yang hadir adalah Sdr. Asril Kasubdin Program dan
salah seorang Kasi di Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat Sdr. Limbah
Ediyanto. Kesimpulan rapat pada waktu itu dari pihak Dinas Kehutanan Propinsi
Sumatera Barat merekomendasikan karena waktu pelaksanaan Kegiatan
proyek P4T hanya tinggal 2 bulan maka tidak mungkin Kegiatan P4T dikerjakan
dan disarankan agar Kegiatan P4T dilaksanakan pada tahun berikutnya. Atas
rekomendasi tersebut kemudian saksi Eddi Warlis, SE pada rapat tersebut
mengatakan “Bahwa Kegiatan Penyiapan Pemukiman Transmigrasi baru ini
tidak mungkin ditunda karena proyek ini adalah program nasional yang sudah
berjalan”. Hasil rapat adalah bahwa pelaksanaan pekerjaan penyiapan
permukiman transmigrasi ditangguhkan untuk sementara waktu ;

Bahwa sampai dengan tanggal 15 Oktober 2006 PT. Pembangunan Sumbar
tidak dapat menyelesaikan pekerjaan fisik Kegiatan P4AT pada lokasi Padang
Hilalang, sehingga PT. Pembangunan Sumbar mengajukan addendum ke-1
(kesatu) untuk penambahan waktu kerja selama 60 (enam puluh) hari kalender,
yakni pada tanggal 2 September 2006 dengan surat No. 180/PT.PS/09/2006
yang ditujukan ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saksi Eddi Warlis, SE
menyetujuinya melalui surat, yakni kepada PT. Pembangunan Sumbar No.
B.53/W.3/P4T/2006 tanggal 16 Oktober 2006, yang diketik oleh saksi
Suherman. Kemudian saksi Suherman membuat Addendum | untuk PT.
Pembangunan Sumbar yakni addendum No. Add/Amd.02/W.3/P4T/2006
tanggal 19 Oktober 2006 tentang Pekerjaan Penyiapan Pemukiman
Transmigrasi 200 KK. Addendum | tersebut ditandatangani oleh Terdakwa Drs.
ACHYARMAN selaku Direktur Utama PT. Pembangunan Sumbar, sedangkan
dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menandatangani adalah
Pejabat Pembuat Komitmen saksi Eddi Warlis, SE Kuasa Pengguna Anggaran
saksi Fuadi, SH selaku yang menyetujui dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat saksi Zul Evi Astar, SH selaku yang
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mengetahui. Berdasarkan addendum | (pertama) tersebut, waktu pelaksanaan
pekerjaan fisik bertambah menjadi sampai dengan tanggal 17 Desember 2006 ;
Karena untuk pelaksanaan pekerjaan fisik telah diperpanjang waktu
pelaksanaan pekerjaannya, maka untuk konsultan pengawas secara otomatis
harus mengikuti jangka waktu pelaksanaan pekerjaan fisik yang dilaksanakan
oleh kontraktor PT. Pembangunan Sumbar dan untuk itu tidak dibuatkan
addendum untuk konsultan pengawas ;

Bahwa pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan baru dapat dimulai pada sekitar
bulan Oktober 2006. Setelah IPK untuk PT. Banyu Agro Setia Prima Nomor:
186.45/201/KPTS-BPT-2006 tanggal 20 Oktober 2006 keluar, maka PT.
Pembangunan Sumbar Baru dapat menggunakan kayu hasil tebangan dengan
memanfaatkan kayu hasil penebangan kelas C dan B di areal lokasi penyiapan
pemukiman transmigrasi seluas 219 Ha tersebut dengan cara membayar upah
pengolahan kayu kepada masyarakat yang mengolah kayu menjadi potong-
potongan balok dan papan. Sehingga dengan demikian pembangunan rumah
transmigran dan bangunan lain baru dapat dikerjakan pada sekitar bulan
Oktober 2006 ;

Pada waktu sekitar seminggu akan berakhirnya waktu pelaksanaan pekerjaan
berdasarkan addendum | yakni pada tanggal 17 Desember 2006 diadakan
pertemuan di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera
Barat di JI. Ujunh Gurun No. 7 Padang antara lain dihadiri oleh saksi Guadi, SH,
saksi Eddi Warlis, SE, Terdakwa Drs. ACHYARMAN, saksi Usman Hasan, saksi
Emyulismar selaku Direktur PT. Riau Rancang Bangun, dan saksi Ir. Arfinal.
Pada pertemuan tersebut membahas tentang bagaimana upaya untuk
mengusahakan agar pekerjaan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi cepat
selesai dan kemudian menghitung beberapa bobot yang dapat dicapai sampai
dengan akhir waktu pelaksanaan pekerjaan addendum | terhadap kontraktor
pelaksana ;

Bahwa pada tanggal 14 Desember 2006 karena waktu pelaksanaan pekerjaan
fisik sudah akan berakhir, maka dilakukan penghitungan bobot fisik pekerjaan
yang telah dilaksanakan PT. Pembangunan Sumbar oleh Tim Evaluasi
Penilaian Kemajuan Pekerjaan yang didampingi Konsultan Pengawas serta dari
PT. Pembangunan Sumbar dengan hasil penghitungan bobot pekerjaan yang
tertuang dalam Berita Acara Penilaian Kemajuan Pekerjaan Nomor:
BA.86¢/W.3/P4T/2006 tanggal 14 Desember 2006 dengan bobot fisik 53,77%
yani dengan rincian sebagai berikut :
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Bobot Bobot
No. Uraian Kegiatan seharusnya | tercapai
(%) (%)
Penyiapan Lahan
- Tebas, Tebang, Potong 5,014 2,18
- Pilih, Kumpul, Bersih 6,575 0,91
Il Pem, Jalan, Jembatan & Gorong-gorong
- Jalan Penghubung/Poros 10,169 8,47
- Jalan Desa 7,457 6,40
Jembatan SemiPermanen
- Bentang 10 m 1 unit 2,478 0,53
Gorong-gorong Beton
- Diameter 80 cm 1,067 0,66
- Diameter 60 cm 0,831 0,45
I Pemb. Rumah Trans Lantai Cor (Type 36) 53,540 29,32
IV | Pembangunan Fasilitas Umum
- Kantor Unit 1,456 1,28
- Rumahlbadah (mesijid) 1,911 0,43
- Gudang Unit 1,229 1,11
- Rumah Petugas (Kopel) 1,878 0,46
- Puskesmas Pembantu (Pustu) 2,223 0,003
- Rumah Kepala KUPT 1,427 1,15
\Y Sarana Air Bersih (SAB) 2,744 0,40
- Pembangunan Sumur Gali
Total 100 53,77

Pada sekitar tanggal 15 Desember 2006, setelah Tim Evaluasi melakukan
penghitungan bobot fisik di lapangan, lalu saksi Eddi Warlis, SE meminta saksi
Suherman untuk membuatkan addendum ke Il untuk PT. Pembangunan
Sumbar senilai bobot 53,77% dengan mengatakan, “karena tahun anggaran
akan berakhir, maka pekerjaan akan dibayar 100% senilai bobot tersebut dan
sisanya akan dikembalikan ke kas Negara”, kemudian saksi Suherman
membuatkan addendum Il untuk PT. Pembangunan Sumbar dengan Nomor:
ADD/AMD.09/W.3/P4T/2006 tanggal 15 Desember 2006 tentang Pekerjaan
Penyiapan Pemukiman Transmigrasi 200 KK lokasi Padang Hilalang Kabupaten
Dhamasraya senilai bobot 53,77%. Sedangkan untuk konsultan pengawas
dibuatkan addendum |, yakni terhadap PT. Anirindo Mitra Konsultan dengan
Nomor: ADD/AMD.10.A/W.3/P4T/2006 tanggal 15 Desember 2006 senilai bobot
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fisik 53,77% untuk lokasi Padang Hilalang. Pada Pasal 3 masing-masing
addendum |l tersebut mengatur tentang harga borongan yaitu :

a. Terhadap PT. Pembangunan Sumbar, semula harga borongan
ditetapkan sebesar Rp. 4.256.737.000,- (empat milyar dua ratus lima
pulun enam juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dirubah menjadi
sebesar Rp. 2.290.475.300,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh juta
empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah) ;

b. Terhadap PT. Anirindo Mitra Konsultan, semula harga borongan
ditetapkan sebesar Rp. 155.670.000,- (seratus lima puluh lima juta enam
ratus tujuh puluh ribu rupiah) dirubah menjadi sebesar Rp. 81.743.750,-
(delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima
puluh rupiah) ;

Pada tanggal 18 Desember 2006 saksi Drs. Amril Usman Kepala Kantor
Wilayah Il Perbendaharaan Padang menerima surat Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat Nomor: B.1771/W.3/B.1/2006 tentang
usulan perpanjangan waktu Kegiatan Pembinaan Penyusunan Pelaksanaan
Pengerahan Transmigrasi (P3T) dan Pengembangan Kawasan Starategis
(PKS) Tahun Anggaran 2006 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat saksi Zul Evi Astar. Kemudian
saksi Drs. Amril Usman selaku Kepala Kantor Wilayah Il Perbendaharaan
Padang membalas surat tersebut dengan surat NomorL S-2189/Wph.03/2006
tanggal 20 Desember 2006 tentang perpanjangan waktu Kegiatan P4T, P3T dan
PKS TA 2006 yang pada intinya memberitahukan bahwa berdasarkan Pasal 11
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan
Pasal 16 Perdirjen Perbendaharaan Nomor: PB-56/PB/2005 tentang Pedoman
Penyusunan DIPA Tahun 2007 ditegaskan Tahun Anggaran meliputi masa
tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember dan berlakunya
DIPA TA 2006 sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2006,
dengan demikian usul perpanjangan berlakunya DIPA 2006 sulit
dipertimbangkan ;

Bahwa pada tanggal 18 Desember 2006 Dirjen P4T menerbitkan surat Nomor:
B.2118/P4TG/XIN2006 yang isinya menerangkan sebagai berikut :

a. Kebijakan Pembangunan PTB tahun 2006 tetap sebagaimana dimaksud
dalam Surat Dirjen P4T Nomor: B.2091/P4T/X1/2006 tanggal 13
Desember 2006 perihal pengendalian pelaksanaan pembangunan PTB
tahun 2006 ;
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b. Untuk menjaga kualitas pelaksanaan pembangunan pemukiman
transmigrasi, diminta agar tetap berpegang kepada ketentuan yang
berlaku ;

Bahwa pada tanggal 18 Desember 2006 saksi Zul Evi Astar, SH membuat surat

Nomor: B.1799/W3/A/2006 perihal: Pengendalian Program Kerja dan Kegiatan

tahun anggaran 2006 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran,

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kabag TU, Para Kasubdin/Kepala UPTD ;

Pada intinya isi surat tersebut menerangkan :

Untuk memacu terlaksananya secara optimal program kerja dan kegiatan agar

diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh program/kegaiatan yang belum selesai agar dipacu penyelesaiannya
dengan menggerakkan pihak-pihak terkait secara sunguh-sungguh dan
cermat serta mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku ;

2. Pemberian persetujuan dan atau perintah membayar kepada pihak yang
berhak menerima dilakukan dengan terlebih dahulu meneliti dengan cermat
persyaratan dan kelengkapan administrasi dan kemajuan fisik dan atau
bobot di lapangan, serta tidak dibenarkan memberikan persetujuan atau
perintah membayar apabila tidak memenuhi isi kontrak dan tidak sesuai
dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku ;

Bahwa pada tanggal 19 Desember 2006 sekitar jam 08.000 WIB, bertempat di

Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat di Jl.

Rasuna Said No. 75 Padang, saksi Eddi Warlis, SE menemui saksi Suherman

dan mengatakan “Kang, tolong dibuatkan Berita Acara Pembayaran untuk

kontraktor sesuai dengan bobot’, kemudian saksi Eddi Warlis, SE menyerahkan
kepada saksi Suherman Berita Acara Penilaian Kemajuan Pekerjaan terhadap
pekerjaan dari PT. Pembangunan Sumbar, PT. Riau Rancang Bangun, PT.

Anirindo Mitra Konsultan dan PT. Kuantan Graha Marga yang dibuat oleh Tim

Evaluasi Penilaian Pekerjaan yang masing-masingnya berada dalam sebuah

map. Pada map tersebut saksi Suherman melihat ada surat permintaan dari

kotraktor untuk pengajuan permintaan pembayaran dan selanjutnya saksi Eddi

Warlis, SE selaku PPK memerintahkan saksi Suherman selaku staf teknis untuk

membuatkan Berita Acara Pembayaran kepada kontraktor sesuai dengan bobot

yang dicapai di lapangan. Berdasarkan hal tersebut saksi Suherman membantu
untuk membuatkan kelengkapan administrasi pengajuan pencairan dana
sebesar bobot pekerjaan yang telah dicapai di lapangan yakni 53,77% untuk PT.

Pembangunan Sumbar dan 58,01% untuk PT. Riau Rancang Bangun ;
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Bahwa pada tanggal 19 Desember 2006 sekitar jam 10.00 WIB, Terdakwa Drs.
ACHYARMAN datang ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi
Sumatera Barat Jl. Rasuna Said No. 75 Padang untuk mengikuti rapat, yang
dihadiri antara lain oleh KPA Saksi Fuadi, SH PPK saksi Eddi Warlis, SE, Sdr.
Emyulismar, saksi Arfinal dari PT. Anirindo Mitra Konsultan dan Sdr. Daharman
konsultan dari PT. Kuantan Graha Marga. Dalam rapat tersenit disepakati untuk
melanjutkan pekerjaan P4T di lokasi Padang Hilalang dan lokasi Dusun Tengah.
Pada waktu rapat tersebut Terdakwa Drs. ACHYARMAN menyatakan akan
melanjutkan pekerjaan dengan upaya melaksanakan percepatan penyelesaian
pekerjaan dengan menambah peralatan serta dengan menambah tukang-
tukang yang bekerja ;

Pada tanggal 19 Desember 2006 pada waktu sekitar menjelang siang hari,
bertempat di ruang kerja saksi Eddi Warlis, SE di Kantor Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat Jl. Rasuna Said No. 75 Padang,
saksi Suherman memperlihatkan dan menyerahkan Berita Acara Pembayaran,
Bobot Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang
dikerjakannya kepada saksi Eddi Warlis, SE untuk diperiksa. Kemudian saksi
Eddi Warlis, SE meminta saksi Suherman untuk memanggil saksi Sudarti untuk
penyelesaian administrasi pengajuan permintaan pembayaran, lalu saksi
Suherman memberikan surat-surat berupa Berita Acara Pembayaran, Bobot
Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan di atas untuk diteliti
saksi Sudarti sesuai dengan tugasnya.

Waktu itu saksi Suherman mengatakan kepada saksi Sudarti, “kita kan mau
mengambilkan termyn terakhir, ini bobotnya dan hitung-hitungannya” sambil
saksi Suherman memperlihatkan kepada saksi Sudarti antara lain lampiran dari
Berita Acara Pembayaran untuk perusahaan atas nama PT. Pembangunan
Sumbar dan PT. Anirindo Mitra Konsultan, bobotnya 53,77% sewaktu saksi
Suherman memperlihatkan kepada saksi Sudarti lampiran Berita Acara
Pembayaran yang tercantum angka 100%, lalu Sdri. Sudarti bertanya kembali
kepada saksi Suherman dengan mengatakan, “ini pekerjaan yang 53 dan 58
persen itu Kang?, kenapa dilampirannya ditulis 100%7?”, kemudian saksi
Suherman menjawab dengan mengatakan, “iyalah begitu cara penulisannya,
pekerjaan ini kan sampai 53 dan 58%, ini untuk pembayaran 53 dan 58% sesuai
dengan bobot pekerjaan, karena pekerjaan sudah terhenti”. Lalu saksi
Suherman mengatakan lagi kepada saksi Sudarti, catatlah ini sambil saksi
Suherman menunjukkan angka yang tertera pada lampiran Berita Acara

Pembayaran. Kemudian saksi Sudarti bertaya kembali “angka apa itu Kang?”,
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ini angka addendum, pekerjaan sudah di addendum, lalu saksi Suherman
menunjukkan kepada saksi Sudarti cara mencatat angka addendum pekerjaan
tersebut ke dalam buku pembantu saksi Sudarti per item pekerjaan. Sehingga
saksi Sudarti kemudian mencatat pada buku pembantunya. Kemudian saksi
Sudarti bertanya lagi, tentu sisanya tinggal di kas Negara Kang?, ya jawab saksi
Suherman. Selanjutnya saksi Suherman meninggalkan surat-surat berupa
Berita Acara Pembayaran dan Bobot Pekerjaan tersebut kepada saksi Sudarti
untuk diteliti sesuai dengan tugasnya. Sehingga maksud saksi Suherman
tersebut adalah untuk meminta saksi Sudarti meneliti kebenaran permintaan
pembayaran pekerjaan uang akan diajukan sebesar 53,77% dan 58,01% dari
nilai kontrak awal dan pada Lampiran Berita Acara Pembayaran tersebut telah
dicantumkan nilai/angka/harga borongan yang baru yang sudah diaddendum.
Dan terhadap nilai/harga addendum tersebutlah yang akan diajukan permintaan
pembayarannya sebesar 100%. Setelah diteliti oleh saksi Sudarti, lalu terhadap
surat-surat yang salah dilakukan perbaikan, setelah diperbaiki saksi Suherman
kemudian diserahkan kembali kepada saksi Sudarti. Selanjutnya saksi Sudarti, ST
meneliti  surat-surat tersebut antara lain atas nama perusahaan PT.
Pembangunan Sumbar dan PT. Anirindo Mitra Konsultan. Setelah saksi Sudarti,
ST meneliti jumlah rupiah dan Mata Anggaran Kegiatannya (MAK) dan ternyata
sudah benar, serta dananya ada tersedia pada DIPA. Berdasarkan perhitungan
yang diserahkan saksi Suherman kepada saksi Sudarti, ST untuk perusahaan
atas nama PT. Pembangunan Sumbar dan PT. Anirindo Mitra Konsultan
tersebut, lalu pada bagian bawah buku pembantu milik saksi Sudarti, ST, saksi
Sudarti, ST menulis dengan kalimat “setoran ke kas Negara”, seharusnya saksi
Sudarti, ST menulis sisa di kas negara, karena dana tersebut tidak akan
dicairkan. Setelah semua surat-surat kelengkapan administrasi pengajuan
pencairan dana selesai diperiksa saksi Sudarti, ST, lalu semua surat-surat
pengajuan pencairan dana untuk bobot sebesar 53,77% dan 58.01% tersebut
diserahkan saksi Suherman kepada saksi Delfi Danus untuk dibuatkan SPPnya ;

Bahwa sekitar jam 13.00 WIB pada tanggal 20 Desember 2006 tersebut,
bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera
Barat saksi Delfi Danus memulai pekerjaan pembuatan surat-surat/administrasi
pengajuan pencairan dana Kegiatan P4T lokasi Padang Hilalang Kabupaten
Dharmasraya TA 2006 untuk senilai bobot pekerjaan 53,77%. Pada saat saksi
Delfi Danus mengetik SPP tersebut, khusus untuk mengetik pada “untuk
keperluan’ pada format SPP, saksi Suherman duduk disamping saksi Delfi

Danus untuk membacakan/mendiktekan apa yang akan diketik pada “untuk
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keperluan” tersebut. Selain itu saksi Suherman juga memperlihatkan kepada
saksi Delfi Danus surat berupa Berita Acara Pembayaran Pekerjaan per item
Kegiatan/per masing-masing SPP yang akan dibuat, untuk mencocokkan angka
yang diserahkan saksi Sudarti, ST kepada saksi Delfi Danus. Setelah selesai
saksi Delfi Danus mengetik “untuk keperluan” tersebut, lalu saksi Suherman
pergi meninggalkan saksi Delfi Danus dan semua Berita Acara Pembayaran
Pekerjaan yang diperlihatkan saksi Suherman kepada saksi Delfi Danus tadi
dibawa saksi Suherman kembali. Kemudian saksi Delfi Danus melanjutkan
pekerjaan membuat SPP dengan mengisi/mengetikk MAK: Tanggal dan nomor
kontrak : Nilai kontrak : Atas nama : Alamat : Nomor rekening : yang saksi Delfi
Danus lihat dan menyalinnya dari masing-masing kontrak. Kemudian untuk
mengisi kolom-kolom pada SPP tersebut, semuanya dilihat dan disalin oleh
saksi Delfi Danus dari DIPA, sedangkan untuk mengetahui sisa dana P4T yang
telah dicairkan sampai dengan SP2D yang terakhir (sebelumnya) terbit, dilihat
dan dicocokkan oleh saksi Delfi Danus dari buku pembantu yang dibuat oleh
saksi Delfi Danus. Lalu saksi Delfi Danus mengetikannya pada format SPP yang
telah tersedia di komputer. Selanjutnya semua SPP tersebut diserahkan saksi
Delfi Danus ke staf keuangan saksi Sudarti, ST untuk diperiksa lalu Sdri. Tri
Suparwi Yati membuat tanda terima. Selanjutnya saksi Irmaliza menerima dari
saksi Lardi kelengkapan administrasi pencairan dana untuk senilai bobot
53,77%. Kemudian kelengkapan pencairan dana tersebut diperiksa saksi
Irmaliza dan mencocokannya dengan SPP yang telah dibuat oleh saksi Delfi
Danus, lalu saksiIrmaliza menandatangani tanda terima ;
Bahwa sekitar 14.00 WIB, bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat JI. Ujung Gurun No. 7 Padang, ketika
saksi Zul Evi Astar, SH sedang turun dari lantai Il ke lantai | Kantor Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat, lalu saksi Zul Evi
Nastar, SH melihat saksi Ir. Zamhir dan mengatakan “Pak Zamhir bagaimana
urusan dengan Pak Dja tadi? alah salasai urusan dengan Pak Dja tadi?,
kemudian dijawab saksi Ir. Zamhir dengan mengatakan “alah pak”. Selanjutnya
saksi Zamhir menerangkan bisa dibantu, bahwa untuk dapat memenuhi
permintaan pak Gubernur tersebut KPA harus membuat/melengkapi syarat-
syarat yakni :

a. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dari Kuasa Pengguna

Anggaran ;
b. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyiapkan Pekerjaan dari Rekanan

sampai dengan akhir Desember 2006 dan
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c. Surat Kuasa dari Rekanan untuk Menempatkan Dana Pekerjaan pada
Rekening KPA dan Bendahara Pengeluaran ;

Tanggapan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera
Barat saksi Zul Evi Astar, SH “oke, laporkan ke KPA”. Kemudian saat itu juga
saksi Ir. Zamhir melaporkan secara lisan kepada KPA saksi Fuadi, SH dengan
mengatakan, “Ini persyaratannya pak, yaitu harus membuat surat:

1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kuasa Pengguna
Anggaran ;

2. Surat Kuasa dari Kontraktor, bahwa kontraktor bersedia menempatkan
dana pada rekening bendaharawan pengeluaran kegiatan P4T Tahun
2006 ;

3. Surat Pernyataan Kesanggupan dari Kontraktor akan menyelesaikan
pekerjaan sampai akhir Desember 2006 ;

Tidak berapa lama kemudian, saksi Zul Evi Astar, SH memanggil saksi Ir.
Zamhir dan mengatakan “Bagaimana Pak Zamhir untuk ke KPPN?, saksi
Zamhir menjawab “saya tidak tahu masalah itu, yang lebih tahu ada mantan
bendaharawan kita Bu Yet di kantor Disnakertrans di JI. Rasuna Said”;

Bahwa sekitar jam 15.30 WIB, saksi Ir. Zamhir bersama Kepala Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat saksi Zul Evi Astar, SH
mendatangi saksi Zafrayetti di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Propinsi Sumatera Barat Jl. Rasuna Said no. 75 Padang. Kemudian saksi Ir.
Zamhir berkata kepada saksi Zul Evi Astar, SH, “ibu ini berkas bendaharawan,
mungkin ibu ini tahu ruangan Kepala KPPN Padang, kita ajak saja ibu ini ke
KPPN Padang untuk menunjukkan ruangan Kepala KPPN Padang”. Selanjutnya
saksi Ir. Zamhir dan saksi Zafrayetti diajak saksi Zul Evi Astar, SH dengan
mengatakan, “ayo buk temani kami ke KPPN’. Kemudian saksi Ir. Zamhir
bersama-sama dengan saksi Zafrayetti dan saksi Zul Evi Astar, SH berangkat
menuju kantor KPPN Padang dengan kendaraan dinas Kepala Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat ;

Setelah sampai di Kantor KPPN, saksi Ir. Zamhir, saksi Zafrayetti dan saksi Zul
Evi Astar, SH langsung menuju ruangan Kepala KPPN Padang saksi Drs.
Wahyudi. Kemudian saksi Zul Evi Astar, SH memperkenalkan diri dengan
mengatakan, “saya Zul Evi Astar, SH dari Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi”,
kemudian saksi Zul Evi Astar, SH menyampaikan kepada Kepala KPPN
Padang, saksi Drs. Wahyudi dengan mengatakan, “pak, sesuai dengan Per-
55/PB/2006 tanggal 31 Oktober 2006, batas waktu penyerahan SPM-LS adalah

pada tanggal 20 Desember pada jam 16.00 WIB, sementara saya mendapat
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laporan dari penguji dan penandatanganan SPM saksi Netty Asri bahwa masih
banyak SPP-LS yang belum memenuhi kelengkapan administrasi, sehingga
SPM akan terlambat masuk ke KPPN”. Saksi Zul Evi Astar, SH berharap
kepada Kepala KPPN bahwa kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Propinsi Sumatera Barat dapat diberikan toleransi waktu penyerahan SPM-LS
sampai dengan malam hari pada tanggal 20 Desember’. Tanggapan Kepala
KPPN saksi Drs. Wahyudi “Bisa diberikan toleransi”. Kemudian Kepala KPPN
saksi Drs. Wahyudi menghubungi seorang stafnya untuk sesuatu keperluan,
selanjutnya Kepala KPPN saksi Drs. Wahyudi menyampaikan kepada saksi Zul
Evi Astar, SH dengan mengatakan “saya sudah mendapat telepon dari Kanwil
DPB mengenai toleransi melanjutkan Kegiatan transmigrasi sampai dengan 31
Desember 2006 sesuai dengan disposisi Gubernur’. Kemudian Kepala KPPN
saksi Drs. Wahyudi berkata “mana surat dari Pak Gubernur, apa pegangan
saya?”, saksi Zul Evi Astar, SH jawab “surat apa?, setahu saya tidak ada surat
dari pak Gubernur , yang saya tahu hanya ada disposisi pak Gubernur kepada
Sekretariat Daerah pada surat Bupati Dharmasraya untuk meminta toleransi
kepada Kanwil DJA agar pekerjaan transmigrasi dapat dikerjakan sampai
tanggal 31 Desember 2006, dan tidak dibolehkan membuat berita acara 100%
dan dibayarkan sesuai dengan realisasi proyek” ;

Pembicaraan yang didengar saksi Ir. Samhir antara saksi Zul Evi Astar, SH
dengan saksi Wahyudi adalah saksi Zul Evi Astar, SH mengatakan “kami akan
mengajukan pencairan dana Proyek Pembangunan Pemukiman Transmigrasi
Lokasi Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya dan Dusun Tengah
Kabupaten Solok Selatan pada Tahun Anggaran 2006, tolong dibantu”.
Kemudian saksi Wahyudi mengatakan “itu pemblokiran namanya pak, saya
tidak berani” ;

Selanjutnya Kepala KPPN saksi Drs. Wahyudi mengatakan “saya mau
mengecek dulu ke Kanwil DPB” kemudian Kepala KPPN saksi Drs. Wahyudi
menelepon ke Kanwil DPB dengan mengatakan (seingat saksi Zul Evi Astar,
SH) “diruangan saya ada orang dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Propinsi Sumbar, tapi tidak membawa surat dari Gubernur’. Setelah selesai
menelepon Kepala KPPN bertanya kepada saksi Zul Evi Astar, SH bapak
KPAnya?” saksi Zul Evi Astar, SH jawab “bukan pak, saya Kadis”. Selanjutnya
saksi Zul Evi Astar, SH mengatakan kepada Kepala KPPN, berdasarkan surat-
surat yang masuk pada Gubernur Sumatera Barat setelah dicermati berasal dari
Bupati daerah asal, yang inti surat Bupati tersebut bersedia menerima kondisi

apa adanya, dan warga transmigran sudah siap diberangkatkan ke lokasi tujuan
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dengan pertimbangan agar transmigrasi dapat menempati pemukiman yang
layak sesuai ketentuan, maka Gubernur membuat disposisi kepada Sekterariat
Daerah/ KaDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, hal tersebut sudah kita
konsultasikan ke pak Gubernur, sepanjang saya tahu Gubernur tidak ada
membuat surat ke Kanwil DPB namun demikian untuk lebih jelasnya saya
telepon Pak Gubernur” ;

Kemudian saksi Zul Evi Astar, SH mengambil handphonenya dan menghubungi
dan menelepon Gubernur Sumatera Barat lalu mengatakan pada pembicaraan
di telepon tersebut, “ini saya pak, sekarang sedang berada di ruangan Kepala
KPPN menanyakan surat dari bapak, apa bapak ada membuat surat untuk
Kanwil Perbendaharaan (Kanwil DPB)?” Gubernur menjawab “tidak ada, yang
ada hanya disposisi’, kemudian saksi Zul Evi Astar, SH mengatakan “untuk
lebih jelasnya saya serahkan handphone kepada Kepala KPPN” kemudian saksi
Zul Evi Astar, SH mengatakan kepada saksi Drs. Wahyudi, “ini pak Gubernur,
silahkan untuk berbicara langsung”, sambil memberikan handphonenya tersebut
kepada saksi Drs. Wahyudi. Kemudian Kepala KPPN berbicara dengan Pak
Gubernur. Dari pembicaraan saksi Drs. Wahyudi di handphone tersebut,
tanggapan saksi Drs. Wahyudi iya, iya, iya pak lalu handphone diberikan saksi
Drs. Wahyudi kepada saksi Zul Evi Astar, SH dan selanjutnya saksi Drs.
Wahyudi mengatakan kepada saksi Zul Evi Astar, SH dengan perkataan,
‘penggunaan dana ini hanya bisa digunakan sampai dengan tanggal 31
Desember 2006, bila pekerjaan tidak selesai, dana harus dikembalikan, sesuai
dengan halaman pertama pada setiap DIPA bahwa belaku DIPA sejak tanggal 1
Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2006” ;

Kemudian Kepala KPPN Padang saksi Drs. Wahyudi memanggil stafnya, tidak
lama kemudian datang staf KPPN sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1
(satu) orang perempuan (panggilan buk AS) dan 2 (dua) orang laki-laki ke
ruangan Kepala KPPN, diantaranya ada yang perempuan. Selanjutnya Kepala
KPPN menjelaskan kepada stafnya tersebut dengan mengatakan, berbicara
dengan seorang stafnya “Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi
Sumbar akan mengajukan administrasi pencairan dana proyek, karena ada
persyaratan yang harus disiapkan terlebih dahulu, mungkin akan terlambat
tolong dibantu”, dan dijawab oleh staf dari KPPN Padang tersebut, ‘“iya
ditunggu”. Selanjutnya Kepala KPPN saksi Drs. Wahyudi berbicara dengan
seorang stafnya yang perempuan tersebut menanyakan tentang persyaratan
SPM, lalu Kepala KPPN, saksi Drs. Wahyudi mengatakan kepada kami, “ada

surat kelengkapan nanti ambil sama buk AS”;
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Kemudian saksi Zul Evi Astar, SH minta ketegasan kepada Kepala KPPN untuk
minta toleransi penyerahan SPM-LS pada tanggal 20 Desember 2006 sampai
malam. Ketika saksi Zul Evi Astar, SH, saksi Ir. Zamhir dan saksi Zafra Yeti
akan pamit, lalu kepada KPPN saksi Drs. Wahyudi mengatakan kepada stafnya
yang sudah hadir di ruangannya dengan mengatakan, untuk kelengkapan
administrasi, nanti urusannya minta sama staf saya lalu Kepala KPPN saksi Drs.
Wahyudi mengatakan “suruh saja stafnya kesini nanti mengantarkan
kelengkapan administrasi SPM-LS, lazimnya kami kerja sampai malam/lembur,
suruh petugas yang sudah biasa berurusan, biasanya sudah tahu itu” ;
Kemudian saksi Ir. Zamhir, saksi Zafrayetti dari saksi Zul Evi Astar, SH dan 3
(tiga) orang staf KPPN Padang tersebut keluar dari ruangan Kepala KPPN dan
bermaksud akan kembali ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Propinsi Sumatera Barat. Ketika saksi Ir. Zamhir, saksi Zafrayetti dan Kepala
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat saksi Zul Evi
Astar, SH sedang berjalan melalui ruangan staf di Kantor KPPN Padang, lalu
saksi Asmawati Zaira pgl. Buk AS memberikan 1 (satu) lembar surat kepada
saksi Zafrayetti sambil mengatakan “tolong kasihkan kepada Pak KaDinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi” kemudian surat tersebut diterima oleh saksi
Zafrayetti. Surat tersebut diterima saksi Zafrayetti dari Asmawati Zaira pgl. buk
AS dalam keadaan dilipat namun tidak dilem atau bisa dibuka. Ketika saksi
Zafrayetti sedang dalam perjalanan ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat, sewaktu masih di dalam kendaraan
Kadisnaker, surat tersebut dibuka dan dibaca saksi Zafrayetti, judulnya yakni
“Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak”. Setelah sampai di Kantor Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat Jl. Rasuna Said No.
75 Padang, bertempat di dekat pintu masuk ruangan saksi Zafrayetti kemudian
surat tersebut diberikan saksi Zafrayetti kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat saksi Zul Evi Astar, SH dalam keadaan
dilipat dari Zafra Yeti, Zafra Yeti dengan mengatakan “ada surat titipan dari
KPPN untuk dilengkapi”. Kemudian saksi Zul Evi Astar, SH memberikan surat
tersebut ke Bandara Pengeluaran saksi Irmaliza dengan mengatakan “ini surat
dari KPPN untuk melengkapi persyaratan’. Selanjutnya saksi Zul Evi Astar, SH
bersama dengan saksi Ir. Zamhir pergi ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat di JI. Ujung Gurun No. 7 Padang ;

Bahwa pada tanggal 20 Desember 2006 Terdakwa Drs. Achyarman dipanggil
saksi Eddi Warlis, SE untuk datang ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat JI. Rasuna Said No. 75 Padang,
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selanjutnya sekitar jam 16.00 WIB, Terdakwa Drs. Achyarman mengikuti rapat
di ruangan kerja saksi Irmaliza, antara lain dihadiri oleh saksi Usman Hasan,
saksi Ir. Arfinal, saksi Lardi, saksi Fuadi SH, saksi Eddi Warlis, SE dan saksi Zul
Evi Astar, SH. Pertemuan tersebut membicarakan bobot pekerjaan fisik yang
telah dilaksanakan oleh PT. Pembangunan Sumbar sebesar 53,77% per 14
Desember 2006, pada kesempatan tersebut Terdakwa Drs. Achyarman
memohon pertimbangan dengan mengatakan, “material sebagian besar untuk
pembangunan 200 rumah sudah saya siapkan baik yang berasal dari Padang
maupun material dari lokasi setempat berupa kayu”. Akan tetapi PPK saksi Eddi
Warlis, SE dan saksi Ir. Arfinal dari PT. Anirindo Mitra Konsultan menyatakan
bahwa hanya bisa menilai bobot pekerjaan yang sudah dilaksanakan. Kemudian
dilakukan penandatanganan Berita Acara Kemajuan Fisik Bobot Pekerjaan yang
telah disiapkan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi
Sumatera Barat oleh Site Manager PT. Pembangunan Sumbar sdr. Yulizar Syaf,
tim penilai yakni saksi Harjono, saksi Sarnofi, saksi Indra Gunawan, saksi Lardi,
saksi Suwondo, saksi Tri Suparwiyati serta saksi Ir. Arfinal. Selanjutnya saksi
Zul Evi Astar, SH mengatakan “kelanjutan pelaksanaan pekerjaan diberi
dispensasi sampai tanggal 28 Desember 2006 dan tentang pencairan dananya
sudah ada kontak antara Sekretariat Daerah Propinsi dengan Dirjen Anggaran
dan sudah dapat dispensasi dari Kantor Dirjen Anggaran, dan pencairan
dananya sudah diurus saksi Ir. Zamhir. Kepada kontraktor diminta untuk
melanjutkan pekerjaan sampai tanggal 28 Desember 2006 dan membuat Surat
Pernyataan yang menyatakan akan melanjutkan pekerjaan sampai tanggal 28
Desember 2006. Tapi jangan dibuat Berita Acara 100%”. Selanjutnya saksi Zul
Evi Astar, SH mengatakan “guna surat pernyataan tersebut adalah merupakan
salah satu syarat yang diminta oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN) untuk mengajukan pencairan dana dan KPA akan membuat Surat
Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, karena dana akan dipakai sampai tanggal
28 Desember 2006, dan bila dana berlebih akan dikembalikan ke kas negara”.
selanjutnya KPA saksi Fuadi, SH mengatakan “pokoknya kita menyiapkan
pengajuan pencairan dana dan surat pernyataan tersebut adalah sebagai salah
satu syarat yang diminta oleh KPPN”;

Bahwa setelah rapat Terdakwa Drs. ACHYARMAN datang ke ruangan saksi
Eddi Warlis, SE meminta Terdakwa Drs. ACHYARMAN menandatangani
Addendum/amandemen I Nomor: ADD/AMD.09/W.3/P4T.2006 tanggal 15
Desember 2006 dan lampirannya berupa Berita Acara Serah Terima
Pekerjaan Nomor: BA-204/PT.PS-PDG/12/2006 tanggal 15 Desember 2006
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dan Berita Acara Tim Penilai tertanggal 14 Desember 2006 yang pada
pokoknya mengurangi volume pekerjaan dari 100% menjadi 53,77% dan
pengurangan nilai kontrak yang semula jumlahnya Rp. 4.256.373.000,-
menjadi Rp. 2.290.475.300,- ;

Bahwa atas dasar penjelasan saksi Zul Evi Astar, SH dan saksi Fuadi, SH pada
rapat tersebut diatas, kemudian Terdakwa Drs. ACHYARMAN membuat surat
pernyataan yang pada intinya sanggup untuk melanjutkan pekerjaan sampai
tanggal 28 Desember 2006 dengan bobot sebesar 75% namun belum sempat
surat pernyataan tersebut diserahkan, saksi Eddi Warlis, SE mengatakan
kepada Terdakwa Drs. ACHYARMAN “rubah menjadi 100%” Terdakwa Drs.
ACHYARMAN langsung mengganti surat pernyataan menjadi sanggup untuk
melanjutkan pekerjaan sampai tanggal 28 Desember 2006 dengan bobot
sebesar 100% setelah surat pernyataan yang baru selesai dibuat dan
ditandatangani serta dicap stempel perusahaan, surat pernyataan tersebut
diserahkan oleh Terdakwa Drs. ACHYARMAN kepada kuasa pengguna
anggaran saksi Fuadi, SH. Pada saat Terdakwa Drs. ACHYARMAN
menyerahkan surat pernyataan tersebut, lalu saksi Fuadi, SH menyerahkan
surat kuasa kepada Terdakwa Drs. ACHYARMAN dan meminta Terdakwa Drs.
ACHYARMAN menandatangani Surat Kuasa untuk menempatkan dana P4T di
lokasi Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya ke rekening giro Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat Nomor: 0058.01.000890.30.1
pada BRI cabang Padang. Setelah Terdakwa Drs. ACHYARMAN
menandatanganinya, surat kuasa tersebut diambil kembali oleh Kuasa
Pengguna Anggaran saksi Fuadi, SH. kemudian Terdakwa Drs. ACHYARMAN
pergi ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Proipinsi Sumatera Barat
di JI. Ujung Gurun No. 7 Padang untuk menyiapkan administrasi pencairan dana
ke KPPN. Pada kesempatan itu, saksi Zul Evi Astar, SH meminta semua pihak
yang terkait dengan pengajuan pembayaran proyek agar tetap di kantor untuk
memudahkan kelancaran pekerjaan proses pencairan dan saksi Zul Evi
Astar, SH mengatakan “bahwa kita diberi waktu oleh KPPN, semua berkas-
berkas pengajuan keuangan harus masuk paling lambat jam 22.00 WIB tanggal
20 Desember 2006” ;

Pada sore hari tanggal 20 Desember 2006, ketika saksi Ir. Arfinal dan Sdri. OS
(karyawan bagian keuangan PT. Anirindo Mitra Konsultan) sedang berada di
kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat di Jl.
Rasuna Said No. 75 Padang untuk urusan melengkapi surat-surat pengajuan

pencairan dana, saksi Ir. Arfinal disuruh oleh pegawai Dinas Tenaga Kerja dan

Hal. 51 dari 142 hal. Put. No. 219 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat (saksi Ir. Arfinal lupa orangnya) untuk
membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Menyiapkan Pekerjaan, karena
sebelumnya Bendahara P4T saksi Irmaliza meminta Surat Pernyataan tersebut
kepada saksi Ir. Arfinal. Isi Surat Pernyataan tersebut adalah akan
melaksanakan pekerjaan sampai dengan akhir bulan Desember 2006. Sekitar
jam 20.00 WIB Sdri. OS (karyawan bagian keuangan PT. Anirindo Mitra
Konsultan) menerima Surat Kuasa dari saksi Irmaliza. Kemudian bertanya
kepada saksi Irmaliza, “ini Surat Kuasa untuk bobot 53,77% buk Ir?”. Saksi
Irmaliza menjawab “ya” selanjutnya saksi Ir, Arfinal bersama Sdri. OS
mengantarkan Surat Kuasa dan surat pernyataan untuk meminta tanda tangan
Direktris PT. Anirindo Mitra Konsultan Sdr. Ir. Librina Angraini Sabri, setelah
selesai kedua surat tersebut diantarkan lagi oleh saksi Ir. Arfinal ke kantor Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat. Saksi Delfi Danus
mengatakan kepada saksi Irmaliza (Bendahara Pengeluaran P4T) dengan
suara yang agak keras dengan mengatakan “Ni Ir ndak jadi sebanyak itu, ado
perubahan, dirobah menjadi pembayaran lunas”. Lalu kelengkapan administrasi
pencairan dana yang telah diterima sebelumnya disimpan saksi Irmaliza dalam
lemarinya, SPP yang telah dibuat sesuai dengan bobot pekerjaan dirobek dan
dibuang agar tidak meragukan karena akan dibuat SPP baru senilai 100%.
Kemudian sekitar setelah waktu Maghrib pada tanggal 20 Desember 2006,
saksi Delfi Danus melihat sudah ada konsep SPP yang terletak diatas meja
kerjanya, isinya tentang nilai/angka yang akan diketikkan pada format SPP yaitu
jumlah pembayaran yang dimintakan, serta angka/nilai yang akan diketikkan
pada kolom 5 tentang “SPP ini”. Selanjutnya saksi Delfi Danus mengetik SPP
100% untuk P4T dengan mengubah angka pada “umlah pembayaran yang
dimintakan”, serta angka/nilai pada kolom 5 tentang “SPP ini” sesuai dengan
konsep yang diterima saksi Delfi Danus dari saksi Sudarti, ST karena nilai yang
dimintakan pada SPP dirubah, maka saksi Delfi Danus juga merubah nilai pada
kelengkapan SPP vyakni pada Surat Pernyataan SPP-LS, Daftar Rincian
Permintaan Pembayaran (Lembar B), Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Belanja (SPTB). Sedangkan ringkasan kontrak tidak ada dibuat saksi Delfi
Danus karena tidak ada kelengkapan pengajuan pencairan dana dari rekanan
senilai 100% maka untuk pengajuan pembayaran lunas tidak dilengkapi dengan
kelengkapan administrasi pencairan dana 100% dari rekanan. Sekitar setengah
jam kemudian SPP 100% yang baru selesai diketik saksi Delfi Danus, kemudian
SPP 100% dan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Kegiatan P4T (Lembar

B) 100% tersebut ditandatangani oleh saksi Irmaliza dan diserahkan saksi Delffi
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Danus kepada saksi Sudarti, ST untuk diperiksa, selanjutnya Bendahara
Pengeluaran saksi Irmaliza mengantarkan SPP-LS Pelunasan Kegiatan P4T di
lokasi Padang Hilalang Dharmasraya kepada saksi Netty Asri selaku Penguiji
dan Penandatangan SPM. Setelah dicek oleh staf pengolah SPP dan SPM vyaitu
oleh Sdri. Dahni Sofrenita, ternyata terdapat kekurangan, karena yang diajukan
bendahara pengeluaran pada SPP-Ls hari itu yang dilampirkan hanya :

a. Surat Permintaan Pembayaran LS ;

b. Surat Pernyataan untuk SPP-LS;

c. Dafar Rincian Permintaan Pembayaran (Lembar B) ;

d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) ;

e. Ringkasan Kontrak ;

f. Surat Kuasa dari rekanan untuk menempatkan dana P4T ke rekening
bendahara pengeluaran dengan nomor rekening 0058.01.000.890.30.1
pada BRI cab. Padang ;

Sedangkan yang tidak ada dilampirkan adalah :

a. Tanda Terima ke pihak ketiga ;

b. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan ;

c. Berita acara Penilaian Kemajuan Pekerjaan ;

d. Rekapitulasi Laporan Kemajuan Pekerjaan di Lapangan ;

Selanjutnya SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran saksi Irmaliza
dan KPA saksi Fuadi, SH kepada tim verifikasi untuk menerbitkan SPM-LS
(Surat Perintah Membayar) karena tidak adanya syarat-syarat berupa tanda
terima ke pihak lll, Berita Acara Pembayaran Pekerjaan, Berita Acara Penilaian
Pekerjaan dan Rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan, karenanya Kuasa Pengguna
Anggaran saksi Fuadi, SH dan bendahara saksi Irmaliza mengajukan lagi Surat
Permintaan Pembayaran (SPP-LS) kepada tim verifikasi antara lain :

1. SPPuntuk PT. Pembangunan Sumbar, dengan kelengkapan :

a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja ;

b. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Kegiatan P4T (Lembar B) ;

c. Surat Pernyataan untuk SPP-LS;

d. Ringkasan Kontrak (untuk penyiapan lahan dan sumur gali) ;

2. SPPuntuk PT. Anirindo Mitra Konsultan, dengan kelengkapan :
a. Surat Pernyataan untuk SPP-Ls;
b. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Kegiatan P4T (Lembar B) ;

c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja ;
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Terhadap Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) yang diajukan saksi Irmaliza
atas 2 (dua) perusahaan diatas kepada tim verifikasi, saksi Irmaliza
melampirkan pada masing-masing SPP tersebut surat-surat berupa :

1. Surat Kuasa dari PT. Pembangunan Sumbar yang ditandatangani saksi Drs.
Achyarman selaku Direktur Utama ;

2. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak KPA Fuadi, SH  Nomor:
1298/W.3/PKS/2006 tanggal 20 Desember 2006, yang isinya menyatakan
bahwa Kuasa Pengguna Anggaran dengan sesungguhnya
bertanggungjawab penuh atas pembayaran fisik di lapangan s/d 31
Desember 2006 yang telah dibayarkan lunas oleh Bendahara Pengeluaran
kepada yang berhak menerima dan bersedia segera menyetor kembali ke
kas negara, apabila terjadi kelebihan perhitungan pembayaran pekerjaan
fisik tersebut s/d 31 Desember 2006 ;

3. Surat Pernyataan tertanggal 19 Desember 2006 bermaterai Rp. 6.000,-
(enam ribu rupiah) dari Bendahara Pengeluaran saksi Irmaliza dan saksi
Eddi Warlis, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang menyatakan akan
melengkapi segala administrasi keuangan (semua kekurangan lampiran
SPP-LS) yang diajukan pada tanggal 19 Desember 2006 atau segala
administrasi keuangan yang berhubungan dengan penerbitan SPM-LS pada
tanggal 20 Desember 2006 akan menjadi tanggung jawab mereka
sepenuhnya dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran saksi Fuadi, SH ;

Bahwa syarat-syarat untuk pencairan dana Kegiatan PA4T yang terdiri dari Surat

Permintaan Pembayaran (SPP-LS), Surat Pernyataan untuk SPP-LS, Daftar

Rincian Permintaan Pembayaran Kegiatan P4T (Lembar B), Surat Pernyataan

Tanggung Jawab Belanja ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen saksi

Eddi Warlis, SE dan ditandatangani juga oleh Kuasa Pengguna Anggaran saksi

Fuadi, SH sebagai yang mengetahui ;

Bahwa SPP tersebut diperiksa oleh bagian verifikasi dan terhadap SPP tersebut

bagian verifikasi mengkoreksi dengan menuliskan ceklis dan menambahkan

kata “LUNAS” pada format SPP “Untuk Keperluan”, sehingga selengkapnya
kalimat untuk keperluan  tersebut  menjadi “Pembayaran Lunas

Pekerjaan.....dst.” Kemudian saksi Delfi Danus memperbaiki SPP tersebut, tidak

lama kemudian pekerjaan saksi Delfi Danus memperbaiki SPP tersebut selesai,

lalu SPP yang telah diperbaiki saksi Delfi Danus tersebut ditandatangani oleh
saksi Irmaliza kemudian diambil oleh saksi Suherman ;

Tim verifikasi menerima SPP-LS Kegiatan P4T lokasi Padang Hilalang dan

Dusun Tangah, saksi Netty Asri, SE keberatan untuk menandatangani SPM-LS
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tersebut karena administrasinya tidak lengkap. Karena adanya penolakan tim

verifikasi untuk menerbitkan SPM-LS, saksi Fuadi, SH mengatakan kepada

saksi Netty Asri “kalau SPM tersebut tidak saksi Netty Asri tanda tangani,
uangnya tidak akan bisa cair karena batas penyampaian SPM-LS ke KPPN
adalah pada tanggal 20 Desember 2006, sedangkan transmigran telah

berangkat dari daerah asalnya dan pekerjaan P4T masih berlangsung di

lapangan.” selain itu Pejabat Pembuat Komitmen saksi Eddi Warlis juga

menyuruh saksi Netty Asri, SE untuk menandatangani SPM-LS tersebut ;

Kemudian dengan rasa terpaksa akibat adanya desakan dari Kuasa Pengguna

Anggaran saksi Fuadi, SH maka saksi Netty Asri, SE dengan dibantu oleh 4

(empat) orang staf saksi Netty Asri, SE yaitu Sdri. Dahni Sofrenita, Sdr. Dedi

Suhendri, Sdri. Sdr. Yusminar dan Nini Suharti untuk menerbitkan Surat

Perintah Membayar (SPM-LS) yakni :

1. Surat Perintah Membayar untuk pembayaran Ilunas Pekerjaan
Pembangunan rumah trans dan Fasum Lok. Dusun Tangah ;

2. Surat Perintah Membayar untuk pembayaran lunas Pekerjaan
Pembangunan Jalan Jembatan dan gorong-gorong beton Lok. Dusun
Tangah ;

3. Surat Perintah Membayar untuk pembayaran lunas Pekerjaan Penyiapan
lahan lokasi Dusun Tangah ;

4. Surat Perintah Membayar untuk pembayaran lunas Pekerjaan
Pembangunan sarana air bersih (sumur gali) Dusun Tangah ;

5. Surat Perintah Membayar untuk pembayaran lunas Pekerjaan
Pembangunan sarana air bersih (sumur gali) Lok. Padang Hilalang ;

6. Surat Perintah Membayar untuk pembayaran lunas Pekerjaan
Pembangunan Jalan Jembatan dan gorong-gorong beton Lok. Padang
Hilalang ;

7. Surat Perintah Membayar untuk pembayaran lunas Pekerjaan Penyiapan
lahan lokasi Padang Hilalang ;

8. Surat Perintah Membayar untuk pembayaran lunas Pekerjaan
Pembangunan rumah trans dan Fasum Lok. Padang Hilalang ;

9. Surat Perintah Membayar untuk pembayaran lunas Pekerjaan Supervisi
Penyiapan Lahan Lok. Padang Hilalang ;

10. Surat Perintah Membayar untuk pembayaran lunas Pekerjaan Supervisi
Pembangunan Jalan jembatan dan gorong-gorong beton Lok. Padang
Hilalang ;
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11. Surat Perintah Membayar untuk pembayaran lunas Pekerjaan Supervisi
Pembangunan rumah trans dan Fasum Lok. Padang Hilalang ;

12. Surat Perintah Membayar untuk pembayaran lunas Pekerjaan Supervisi
Pembangunan Jalan jembatan dan gorong-gorong beton Lok. Dusun
Tangah ;

13. Surat Perintah Membayar untuk pembayaran lunas Pekerjaan Supervisi
Penyiapan lahan Dusun Tangah ;

14. Surat Perintah Membayar untuk pembayaran lunas Pekerjaan Supervisi
Pembangunan rumah trans dan Fasum dan sumur gali Lok. Dusun Tangah ;

Padahal waktu itu sudah sekitar jam 03.00 WIB dini hari tanggal 21 Desember

2006, sehingga oleh sebab itu saksi Netti Asri merasa berada dibawah tekanan,

apalagi pada saat itu juga ada Kepala Dinas saksi Zul Evi Astar, SE, PPK saksi

Eddi Warlis, SE dan Bendahara Pengeluaran saksi Irmaliza, PPK saksi Eddi

Warlis juga menyuruh saksi Netty Asri untuk menandatangani SPM-LS tersebut.

Setelah saksi Netty Asri menandatangani SPM tersebut KPA saksi Fuadi, SH

menyerahkan kepada saksi Netty Asri Surat Pernyataan dari PT. Pembangunan

Sumbar masing-masing tertanggal 20 Desember 2006 yang menyatakan akan

menyiapkan pekerjaan 100% sampai dengan tanggal 28 Desember 2006 proyek

PAT 200 KK di Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya. SPM PA4T tersebut

diantarkan oleh Sdr. Dedy Suhendri, S. Kom staf bagian Keuangan ke KPPN

Padang.

Bahwa SPM pembayaran lunas yang diajukan untuk PT. Pembangunan Sumbar

tanggal 20 Desember 2006 adalah sbesar Rp. 2.130.247.997,- (Dua Milyar

Seratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus

Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No. | URAIAN PEKERJAAN NILAI PADA SPP | JUMLAH BERSIH

1. Pekerjaan Penyiapan Lahan Rp. 373.165.240,- Rp. 332.456.240,-

2. Pekerjaan Pembangunan | Rp. 282.420.439,- Rp. 251.610.937,-
jalan,  jembatan, gorong-

gorong beton
3. Pekerjaan Pembangunan | Rp. 1.374.045.540,- | Rp. 1.351.427.740,-
rumah tran dan fasilitas umum
4, Pekerjaan sumur gali Rp. 100.616.778,- Rp. 89.640.403,-

JUMLAH Rp. 2.130.247.997,- | Rp. 2.025.135.320,-

Bahwa SPM pembayaran lunas yang diajukan untuk PT. Anirindo Mitra
Konsultan tanggal 20 Desember 2006 adalah sebesar Rp. 109.285.000,-
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(seratus sembilan juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian

sebagai berikut :

No. | URAIAN PEKERJAAN NILAI PADA SPP | JUMLAH BERSIH
1. Pekerjaan supervisi | Rp. 18.833.831,- Rp. 16.472.799,-
Penyiapan Lahan
2. Pekerjaan supervisi | Rp. 35.754.138,- Rp. 31.203.588,-
Pembangunan jalan,
jembatan, gorong-gorong
beton
3. Pekerjaan supervisi | Rp. 54.697.031,- Rp. 47.735.546,-
Pembangunan rumah tran dan
fasilitas umum dan sumur gali
JUMLAH Rp. 109.285.000,- Rp. 95.411.933,-

Rekapitulasi pencairan dana Kegiatan fisik P4T :

1. PT. Pembangunan Sumbar Rp. 2.130.247.997 ,-
2. PT. Anirindo Mitra Konsultan Rp. 109.285.000,- +
Jumlah Rp. 2.239.532.997 (Dua Milyar Dua

Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua ribu Sembilan
Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) ;

Bahwa pada sekitar tanggal 20 Desember 2006 malam atau tanggal 21
Desember 2006 dini hari, SPM pada Kegiatan Pembangunan Pemukiman
Transmigrasi Lokasi Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya Propinsi
Sumatera Barat Tahun Anggaran 2006 diterima KPPN Padang dari Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat oleh Pelaksana pada
seksi perbendaharaan yaitu saksi Desriandi dan Sdri. Prima Elvira yang terdiri
dari :

Surat Permintaan Pembayaran ;

Pernyataan untuk SPP-LS;

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja ;

Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Kegiatan P4T (Lembar B) ;
Faktur Pajak ;

-~ ® o0 op

Surat Setoran Pajak ;
Surat Kuasa ;

Q@

h. Ringkasan Kontrak ;
Bahwa SP2D terbit pada tanggal 26 Desember 2006, dengan demikian dana
pelunasan Kegiatan P4T lokasi Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya
tersebut telah cair 100% sejumlah Rp. 2.239.532.997,- (Dua Milyar Dua Ratus
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Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua ribu Sembilan Ratus
Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) ;

Kemudian berdasarkan surat kuasa dari PT. Pembangunan Sumbar dan PT.
Anirindo Mitra Konsultan untuk pengalihan dana ke P4T ke rekening Bendahara
Pengeluaran No. rek. 0058.01.000890.30.1 pada BRI cabang Padang setelah
dipotong pajak, maka jumlah dana P4T yang masuk/ditransfer ke rekening

bendahara saksi Irmaliza adalah :

1. Danapelunasan P4T an. PT. Pembangunan Sumbar Rp. 2.025.135.320,-;
2. Dana pelunasan P4T an. PT. Anirindo Mitra Konsultan Rp. 95411933, +
Jumilah Rp. 2120547.253-

(Dua Milyar Seratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua
Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) ;

Sehingga dengan demikian dana Kegiatan fisik P4T yang telah dicairkan untuk
lokasi Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya seluruhnya adalah sebagai
berikut :

I.  PT. Pembangunan Sumbar :

Termyn Jumlah kotor PPn dan PPh Jumlah bersih

I Rp. 610.563.190,- Rp. 56.301.445,- Rp. 554.261.745,-

I Rp. 604.111.470,- | Rp.54.686.850,- | Rp.579.424.620,-
n Rp. 673.020.900,- Rp. 27.414.700,- Rp. 645.606.200,-
Lunas Rp. 2.130.247.997,- | Rp. 105.112.677,- | Rp. 2.025.135.320,-
Jumlah Rp. 4.017.943.557,- | Rp. 213.515.672,- | Rp. 3.804.427.885,-

II. PT. Anirindo Mitra Konsultan :

Termyn Jumlah kotor PPn dan PPh Jumlah bersih

[ Rp. 44.425.000,- Rp. 5.654.091,- Rp. 38.770.909,-
Lunas Rp. 109.285.000,- Rp. 13.873.067,- Rp. 95.411.933,-
Jumlah Rp. 153.710.000,- Rp. 19.527.158,- Rp. 134.182.842,-

Rekapitulasi :
1. PT. Pembangunan Sumbar Rp. 4.017.943.557,- ;
2. PT. Anirindo Mitra Konsultan Rp. 153.710.000,-; +
Jumlah ... Rp. 4.171.653.557,- (Empat

Milyar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima
Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) ;

Bahwa dari nilai  kontrak PT. Pembangunan Sumbar sebesar
Rp. 4.256.737.000,- (Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh
Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dan telah diaddendum (addendum i)
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yang mengurangi volume pekerjaan menjadi 53,77% dan mengatur tentang
harga borongan dirubah menjadi sebesar Rp. 2.290.475.300,- (Dua Milyar Dua
Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Ratus
Rupiah). Namun dana pekerjaan fisik P4T untuk lokasi Padang Hilalang
seluruhnya telah dicairkan sebesar Rp. 4.017.943.357,- (Empat Milyar Tujuh
Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh
Tujuh Rupiah). Sehingga telah terjadi pengeluaran uang negara secara tidak
sah sebesar Rp. 1.727.468.057,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh
Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Tujuh Rupiah) ;

Bahwa dari nilai kontrak PT. Anirindo Mitra Konsultan sebesar
Rp. 155.670.000,- (Seratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh
Ribu Rupiah) dan telah di addendum (addendum [) yang mengikuti volume
pekerjaan fisik menjadi 53,77% dan mengatur tentang harga borongan dan
dirubah menjadi sebesar Rp. 81.743.750,- (delapan puluh satu juta tujuh ratus
empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Namun dana supervisi P4T
untuk lokasi Padang Hilalang Kabupaten Dharmasraya seluruhnya telah
dicairkan sebesar Rp. 153.710.000,- (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus
Sepuluh Ribu Rupiah) sehingga telah terjadi pengeluaran uang Negara secara
tidak sah sebesar Rp. 71.966.250,- (Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus
Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah). Karena berdasarkan
hasil penghitungan, bobot pekerjaan yang dilaksanakan PT. Anirindo Mitra
Konsultan mengikuti bobot fisik yang dicapailyang dilaksanakan PT.
Pembangunan Sumbar sebesar 53,77%, maka dari nilai kontrak awal PT.
Anirindo  Mitra Konsultan sebesar Rp. 155.670.000,- x 53,77% =
Rp. 83.703.750,- setelah dikurangi pembayaran kepada PT. Anirindo Mitra
Konsultan pada termyn | sebesar Rp. 44.425.000,- maka masih terdapat hak
PT. Anirindo Mitra Konsultan atas pembayaran pada bulan Desember 2006
sebesar Rp. 39.278.750,- dari uang yang dicairkan sebesar Rp. 109.285.000,-
setelah dikurangi Rp. 39.278.750,- menjadi Rp. 70.006.250,- ;

Rekapitulasi kelebihan pengeluaran uang negara :

a. PT. Pembangunan Sumbar Rp. 1.727.468.057,- ;
b. PT. Anirindo Mitra Konsultan Rp. 70.006.250,- ; +
Jumlah Rp. 1.797.474.397,- (Satu Milyar Tujuh

Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu
Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) ;
Bahwa setelah pencairan dana pada tanggal 20 Desember 2006, maka dana

untuk Kegiatan P4T pada lokasi Padang Hilalang masuk dalam rekening
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Bendahara Pengeluaran di Bank BRI Cabang Padang sebesar

Rp. 2.025.135.320,- (Dua Milyar Dua Puluh Lima Juta Seratus Tiga Puluh Lima

Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah), diminta oleh Terdakwa Drs. ACHYARMAN,

dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 29 Desember 2006 Terdakwa Drs. ACHYARMAN mengambil uang
sebesar Rp. 402.769.790,- (Empat Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh
Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah) dari saksiIrmaliza ;

2. Tanggal 16 Januari 2007 sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) ;

3. Tanggal 16 Januari 2007 sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam Puluh Lima Juta
Rupiah) ;

4. Tanggal 23 Januari 2007 sebesar Rp. 215.000.000,- (Dua Ratus Lima Belas
Juta Rupiah) ;

5. Tanggal 12 Februari 2007 sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta
Rupiah) ;

6. Tanggal 14 Februari 2007 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ;

7. Tanggal 21 Februari 2007 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ;
